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MOTTO 

نْ اَمْوَالِّ  ٓ اَنفَْقُوْا مِّ مَا بِّ ُ بعَْضَهُمْ علََه بعَْضٍ وَّ لَ الٰلّه مَا فضََّ ِّٰسَاۤءِّ بِّ امُوْنَ علَََ الن تٌ اَلرِّٰجَالُ قوََّ نِّته تُ قه لِّحه هِّمْْۗ فاَلصٰه

تٌ  فِّظه عِّ وَاضِّْ حه ظُوْهُنَّ وَاهْْرُُوْهُنَّ فِِّ المَْضَاجِّ ْ تَََافوُْنَ نشُُوْزَهُنَّ فعَِّ تِِّ
ٰه ْۗ وَال ُ مَا حَفِّظَ الٰلّه بوُْهُنَّ  فاَِّنْ لِّلٰغَْيْبِّ بِّ

ا يْْا يًّا كَبِّ َ كََنَ علَِّ ْۗ اِّنَّ الٰلّه يْلَا   اَطَعْنكَُُْ فلَََ تبَْغُوْا علَيَِّْْنَّ سَبِّ

Artinya: “Laki-laki (Suami) adalah penanggung jawab bagi para perempuan (Istri) 

karena Allah Swt telah melebihkan sebagian mereka (Suami) atas 

sebagian yang lain (perempuan) dan karena suami telah menafkahkan 

sebagian dari hartanya. Perempuan atau Istri-istri yang shalehah mereka 

yang taat kepada Allah Swt dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, 

karna Allah Swt telah menjaga mereka.” (An-Nisa’:34)

          

  

 

 

 

 

 

  

                                                             

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Al-Kausar, 2020), 

154. 
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ABSTRAK  

Achmad Syahrullah, 2025:  Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang 

Disabilitas Perspektif Hukum Islam di Yayasan Persatuan Penyandang 

Disabilitas Dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember.  

Kata Kunci : Pemenuhan, Kewajiban, Suami, Penyandang Disabilitas. 

Penelitian ini membahas mengenai fenomena yang terjadi pada 

penyandang disabilitas khususnya kepada suami penyandang disabilitas di 

Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) 

Kabupaten Jember, dalam memenuhi kewajibannya terhadap keluarga dengan 

kondisi fisik yang mereka punya. Penelitian ini mengatasi stigma dari lingkungan 

sekitar para disabilitas yang menganggap para suami disabilitas itu tidak mampu 

dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam perkara ini peneliti mengangkat 

terkait bagaimana cara suami penyandang disabilias dalam memenuhi kewajiban 

dan kebutuhan sehari-hari keluarganya sesuai dengan kajian Hukum Islam. 

Fokus penelitian ini diantaranya: (1) Bagaimana pemenuhan kewajiban 

suami penyandang disabilitas di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan 

Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember? (2) Bagaimana pemenuhan 

kewajiban suami penyandang disabilitas perspektif Hukum Islam? 

Tujuan dalam penelitian ini: (1) Untuk mengetahui pemenuhan kewajiban 

suami penyandang disabilita terhadap keluarga yang bergabung di Yayasan 

Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten 

Jember. (2) Untuk menganalisis pemenuhan kewajiban suami penyandang 

disabilitas terhadap keluarga perspektif Hukum Islam. 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiri (empirical legal 

resecrh) atau lebih dikenal dengan peneliti lapangan (field resecrh) dan 

pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Analisis data 

dalam penelitian ini dengan beberapa tahapan seperti: Reduksi Data (Data 

Reduction), Penyajian Data (Data Dsiplay), dan Kesimpulan. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) pemenuhan kewajiban 

suami penyandang disabilitas terhadap keluarga dapat terpenuhi sesuai dengan 

kemampuannya dan  berbagai cara yang berbeda-beda dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari maupun kewajiban lainnya seperti menyediakan tempat 

tinggal, serta mendidik anak-anak dan memenuhi nafkah keluarganya. (2) dalam 

analisis hukum islam dengan batasan yang dipakai yaitu menggunakan fiqih 

disabilitas, dapat ditemukan bahwa suami disabilitas yang bergabung di yayasan 

diatas dapat memenuhi segala kebutuhan keluarganya baik itu pemasukannya 

melebihi dari pengeluarannya, sehingga suami tersebut tidak ada yang tergolong 

pada (Mu’sir) tidak mampu, dengan kata lain tidak mampu dalam memenuhi 

segala kebutuhan keluarganya, hasil penelitian ini ternyata suami tersebut mampu 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kewajiban lainnya sehingga 

menimbulkan keharmonisan rumah tangganya sesuai dengan hukum islam.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Konteks Penelitian  

Pernikahan bagi setiap orang merupakan hal yang sangat penting di 

karnakan dengan adanya pernikahan, seseorang akan dapat memperoleh 

keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis, maupun secara psikologis. 

Dimana ketika seseorang melakukan pernikahan, maka dengan sendirinya 

semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Sementara itu, secara mental dan 

rohani mereka yang telah menikah, lebih bisa mengendalikan emosinya dan 

mengendalikan hawa nafsunya.
1
 Sama juga dengan para penyandang 

disabilitas, mereka juga ingin memperoleh keseimbangan hidup baik secara 

sosial, biologis, maupun secara psikologis dengan melihat fenomena yang 

berada di masyarakat.
2
 

Sebagaimana seperti ibadah lainnya, pernikahan adalah ibadah yang 

juga memiliki dasar hukum yang menjadikannya sebagai ibadah yang sangat 

mengubah pola pikir dan karekter seseorang akan lebih baik, dan menjadi 

acuan hidup bagi seseorang dalam membentuk suatu keluarga dengan melalui 

ikatan pernikahan.
3
 Dijelaskan dalam firman Allah Swt Surah Adz-Dzariyat 

Ayat 49 yang berbunyi: 

ءٍ  ٰ شََْ نْ كُِّ خَلقَْناَ زَوْجَيِّْْ لعََلَّكُُْ تذََكَّرُوْنَ وَمِّ  

                                                             
1
 Zaeni Asyhadie, dkk, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia, (Depok: 

April 2022), 17. 
2
 Suci Cahaya Ningsi, “karakteristik pernikahan disabilitas fisik dan sensorik dalam 

konteks sakinah mawaddah warahmah” (Skripsi, IAIN Parepare, 2022), 5-6. 
3
 Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 48. 
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Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang pasangan agar kamu 

mengingat (Kebesaran Allah)
4
 

 

Ayat diatas ini sebenarnya menggaris bawahi bahwa Allah SWT 

menciptakan banyak hal dalam bentuk berpasang pasangan yang saling 

melengkapi, seperti adanya siang dan malam, serta pasangan laki-laki dan 

perempuan, dan pasangan lainnya dalam alam semesta, hal ini menunjukan 

agar manusia itu dapat memperhatikan, juga merenungkan kebesaran Allah 

SWT yang maha mencipta. 

Ketika akad nikah seseorang telah berlangsung dan sah memenuhi 

syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi keduanya 

baik suami dan juga istri, akibat hukum inilah yang akan menimbulkan hak 

dan juga kewajiban dalam keluarga, untuk mencapai tujuan keluarga tersebut.
5
 

Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Komplikasi Hukum Islam 

pasal 77 dan mengenai Kewajiban Suami dijelaskan secara rinci pada pasal 80 

diantaranya: 

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya akan tetapi 

mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan 

oleh suami istri bersama. 

2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

                                                             
4
 Depag  RI, Alquran dan Terjemahan, 522. 

5
 Abd Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), 155. 
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3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi 

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama 

nusa dan bangsa. 

4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan 

tempat kediaman bagi istri, biaya hidup rumah tangga, biaya perawatan dan 

biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidiknan anak.
6
 

Kewajiban suami dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam diatas, salah 

satunya yaitu pada ayat 4 menerangkan tentang kewajiban suami dalam 

menanggung nafkah, baik nafkah kepada istri dan anak, dari segi materi 

maupun juga kebutuhan lainnya. Kewajiban memberi nafkah itu sendiri 

menjadi salah satu tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan 

dasar dalam kehidupan rumah tangganya, dimana kewajiban memberikan 

nafkah merupakan bagian dari upaya untuk melangsungkan hidup dalam 

sebuah keluarga, dimana kewajiban nafkah ini diberikan atas suami, setelah 

akad pernikahan dilakukan.
7
 Di dalam firman Allah sudah dijelaskan tentang 

nafkah itu sendiri, sebagaimana termasuk dalam Al-qur’an Surah Al-Baqorah 

Ayat 233: 

لََّ وُسْعَهاَ   لمَْعْرُوْفِّْۗ لََ تكَََُّفُ نفَْسٌ اِّ زْقهُُنَّ وَكِّسْوَتُُُنَّ بِِّ  وَعلَََ المَْوْلوُْدِّ لََٗ رِّ

Artinya: Dan kewajiban para ayah memberi makan dan pakaian kepada para 

ibu (istri) dengan cara ma’ruf, seseorang tidak dibebani melainkan 

menurut kadar kesanggupannya.
8
 

 

                                                             
6
 Tim Redaksi Nuasa Aulia, Komplikasi Hukum Islam, (Bandung: CV Nuasa Aulia, 2021), 

40-43. 
7
  Shalsabila Maharani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Nafkah Antara 

Orang tua dan Istri, (Jurnal Risalah Addariya: 2024), 7. 
8
 Depag RI,  Alqur’an dan Terjemahan,  233. 
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Adapun yang dimaksud dengan ayat diatas ini, ialah dimana para ayah 

itu adalah para suami, dan yang dimaksud dengan para ibu itu adalah istri-istri. 

Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa para suami mempunyai kewajiban yang 

harus terpenuhi, yaitu berupa menanggung nafkah kepada istri-istrinya baik 

berupa makanan, dan pakaian yang di lakukan dengan cara yang baik dan juga 

halal, dalam hal ini maka ayat tersebut menegaskan bahwa pemenuhan 

menanggung nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang 

harus dipenuhi oleh kepala keluarga atau seorang suami kepada keluarganya. 

Memberikan nafkah dan segala kebutuhan kepada keluarga ialah 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh kepala keluarga atau seorang suami. 

Dalam syari’at hukum islam, hal ini disebut sebagai bentuk sedekah,  untuk 

menghilangkan anggapan bahwa suami yang telah menjalankan kewajibannya 

tidak akan mendapatkan balasan apapun, sebaliknya mereka suami diberikan 

pemahaman bahwa didalamnya terdapat ganjaran yang menanti bagi mereka 

yang bersedekah.
9
 Kewajiban nafkah suami terhadap keluarganya berupa 

kebutuhan pokok, seperti makan, tempat tinggal, pendidikan dan lainnya. 

Menyangkut kadar ataupun ukuran nafkah yang harus dipenuhi oleh kepala 

keluarga atau suami sebagai orang yang berkewajiban memberi nafkah dan 

kewajiban lainnya, yaitu belum pasti, dikarnakan hal tersebut harus dilihat dari 

kemampuan para pemberi nafkah atau suami tersebut.
10

 Sesuai dengan sabda 

baginda Nabi Muhammad Saw sebagai berikut: 

                                                             
9
 Ibnu Rozali, Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam,( Jurnal Intelektualita: 

Volume 06, Nomor 02, 2017), 8. 
10

 Syamsul Bahri, Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum: 

Agustus 2015), 8-9. 
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ءٍ فدََعُوهُ  ذَا نََيَْتُكُُْ عَنْ شََْ
ِ
تطََعْتُُْ وَا نْهُ مَا اس ْ ءٍ فأَتْوُا مِّ ذَا أَمَرْتكُُُْ بِّشََْ

ِ
  فاَ

Artinya: Apabila aku yang memerintahkan sesuatu atas kalian, maka 

kerjakanlah semampu kalian, tetapi ketika aku melarang kalian dari 

sesuatu, maka jauhilah.
11

 

 

Dari hadist tersebut, dapat dipahami bahwa setiap perintah agama 

harus dilaksanakan hingga batas kemampuan maksimal orang yang diberi 

perintah tersebut. Namun, jika orang tersebut benar-benar tidak mampu 

melaksanakannya, seperti dalam hal memberikan nafkah, maka kewajiban 

tersebut secara otomatis gugur. Selanjutnya, Islam menetapkan bahwa 

tanggung jawab pemenuhan nafkah bagi mereka yang tidak mampu 

sepenuhnya menjadi kewajiban negara, apabila negara tidak mampu maka 

orang sekitar yang kaya.
12

 

Dalam hal ini banyak seorang suami yang telah membentuk suatu 

keluarga dengan keterbatasan fisik yang mereka miliki, seperti suami 

penyadang disabilitas. Dimana suami sebagai kepala rumah tangga yang 

berperan penting dalam membangun pondasi rumah tangganya, dengan 

mereka harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam rumah tangga. 

Diantaranya, salah satu kewajiban kepala keluarga atau suami dalam 

pemenuhan kewajibannya, yaitu menanggung nafkah bagi keluarganya seperti 

istri dan anaknya yang membutuhkan makanan, tempat tinggal yang nyaman, 

pakaian yang layak dan juga pendidikan bagi anak anaknya. Sehingga apa 

yang menjadi kewajiban seorang suami itu wajib dipenuhi, bahkan seorang 

                                                             
11

 Said Aqiel Siradj, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, (Jakarta: Lembaga Bahtsul 

Masail PBNU, 2018), 150. 
12

 Siradj, Fiqih Penguatan, 151. 
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suami yang juga memiliki keterbatasan fisik atau suami penyandang 

disabilitas.
13

 

Maka yang menjadi permasalahan atau suatu problem dikalangan 

disabilitas, khususnya mereka disabilitas yang bergabung di Yayasan 

Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca), yang 

sudah membangun rumah tangga ialah adanya stigma masyarakat terhadap 

para suami disabilitas, dimana masih terdapat pemikiran dari masyarakat 

bahwa penyandang disabilitas itu tidak bisa berkembang, dalam artian 

dipandang sebelah mata dan tidak efektif dalam pemenuhan kebutuhan 

keluarganya.
14

 Padahal kewajiban menanggung nafkah bukan hanya pada non 

disabilitas, bahkan suami disabilitas itu juga sama dalam pemenuhan 

kebutuhan keluarganya, dimana hambatan dan tantangannya sama, hanya saja 

suami penyandang disabilitas itu diberikan keistimewaan dengan 

kekurangannya, para suami disabilitas juga bisa membuktikan kepada stigma 

masyarakat bahwa disabilitas juga mampu bahkan dalam memenuhi 

kewajibannya sebagai kepala keluarga.
15

 

Dalam hal ini sebenarnya para suami disabilitas dapat didefinisikan 

bahwa suami penyandang disabilitas sebagai satu individu yang memang 

memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka 

waktu sangat lama, yang menghambat partisipasi penuh dan efektifitas mereka 

                                                             
13

 Febri Wulan Ardita, Upaya Kepala Keluarga Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi 

Keluarga, (Bojonegoro: Jurnal Pendidikan PEPATUDZU, 2023), 24. 
14

 Ferry, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025.  
15

 Ilma Nailul Muflikhah, “Pemenuhan kewajiban suami Penyandang disabilitas terhadap 

istri perspektif kompilasi hukum islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember, 2023), 4-5. 
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dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan orang lain. Disabilitas ialah 

bentukan yang berasal dari bahasa inggris yaitu (disability) yang dapat 

bermakna sebagai cacat atau ketidakmampuan,
16

 penyandang disabilitas 

adalah orang yang berkembang dengan pencirian khusus, yang mana sama 

sebetulnya dengan orang lain pada umumnya dalam melakukan aktivitas, 

hanya saja memerlukan perlakuan khusus dalam pemenuhan hak haknya 

sebagai mahluk tuhan. 

Jika melihat fenomena yang ada didalam masyarakat, khususnya para 

suami penyandang disabilitas yang bergabung di Yayasan Persatuan 

Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember, 

banyak sekali penyandang disabilitas yang sudah membentuk keluarga atau 

sudah berkeluarga yang bergabung pada yayasan tersebut, bahkan sampai 

ratusan lebih anggota yang bergabung didalamnya termasuk mereka yang 

sudah berkeluarga.
17

  

Dari penjelasan diatas ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

fenomena yang dialami oleh penyandang disabilitas khususnya disabilias yang 

sudah berkeluarga di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center 

Advokasi (PERPENCA). Dengan judul yang diangkat, yaitu “Pemenuhan 

Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam di 

Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi 

(Perpenca) Kabupaten Jember.”  

  

                                                             
16

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. 

Jakarta, Gramedia, 2008. 
17

 Zaenuri, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 17 November 2024. 
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B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah di uraikan diatas, maka yang 

menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas yang 

bergabung di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center 

Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember? 

2. Bagaimana pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas perspektif 

Hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan fokus penelitian yang mana telah diuraikan dalam rumusan 

masalah diatas, maka peneliti menyimpulkan tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas yang 

bergabung di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center 

Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember. 

2. Menganalisis pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas 

perspektif Hukum islam. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, bahwa hasil 

penelitian ini akan memberikan kontribusi yang bermanfaat secara umum, 

dimana dengan tujuan untuk memperluas wawasan keilmuan dalam bidang 

perkawinan khususnya terkait stigma masyarakat tentang disabilitas, yang 

terjadi dikalangan disabilitas terkait persepsi atau stigma yang dikeluarkan 
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masyarakat kepada suami disabilitas, diharapkan penelitian ini menjadikan 

refrensi yang sangat berguna bagi penelitian selanjutnya dalam fokus 

kajian disabilitas pada bidang perkawinan tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat peneliti: bahwa dalam penelitian ini dapat diharapkan untuk 

meningkatan wawasan dan juga pengalaman pribadi peneliti, dan 

meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan penulisan karya tulis 

ilmiah maupun dalam hal membuka wawasan penulis dalam melihat 

fenomena atau masalah keluarga khususnya suami penyandang 

disabilitas fisik dalam pemenuhan kewajiban terhadap keluarganya 

melalui perspektif hukum islam. 

b. Manfaat Lembaga: diharapkan juga dapat memberikan kontribusi 

positif bagi pembaca sebagai salah satu tambahan referensi untuk 

literasi mahasiswa program studi hukum keluarga dan juga menjadi 

salah satu hal positif bagi lembaga, khususnya dalam masalah 

penyandang disabilitas didalam pemenuhan kewajiban suami 

disabilitas terhadap keluarganya. 

c. Manfaat Masyarakat: hasil penelitian ini akan dapat meningkatkan 

wawasan bagi para pembaca khususnya bagi masyarakat, dimana 

kewajiban suami disabilitas dalam pemenuhan menanggung nafkah 

keluarga atau segala kebutuhan keluarga, dimana akan memberikan 

dampak seperti menghilangkan stigma masyarakat tentang suami 

disabilitas, bahwa suami disabilitas itu sama sebetulnya dengan suami 
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suami pada umunnya, mereka juga mempunyai hak dalam memberikan 

nafkah dan kebutuhan bagi keluarga dan mampu memenuhi 

kewajibannya seperti layaknya suami non disabilitas. 

E. Definisi Istilah  

1. Pemenuhan Kewajiban  

Pemenuhan adalah salah satu upaya yang dilakukan seseorang untuk 

memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan segala sesuatu dengan 

tujuannya, pemenuhan disini merupakan suatu makna tersendiri bagi 

penyandang disabilitas khususnya, dimana segala upaya yang dilakukan 

oleh penyandang disabilitas untuk memenuhi kewajibannya terhadap apa 

yang menjadi tanggung jawab dalam menjadi kepala keluarga sesuai 

dengan kemampuannya.  

sedangkan dengan adanya suatu ikatan perkawinan maka terikatlah 

suatu kewajiban masing masing pasangan khususnya kewajiban suami 

yang mana tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri 

sesuai norma sosial, dan hukum, dan juga agama. Kewajiban suami 

mencangkup beberapa hal, seperti memberikan nafkah, melindungi 

keluarga, dan mendukung keluarga dalam bidang apapun, dalam hal ini 

kewajiban suami penyandang disabilitas ini berfokus pada bagaimana 

mereka membuktikan stigma masyarakat bahwa suami disabilitas ini juga 

sama dalam memenuhi tanggung jawabnya walaupun dengan keterbatasan 

fisik yang dimiliki. 
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2. Penyandang disabilitas  

Sebagaimana telah diketahui bahwa penyandang disabilitas ialah 

individu yang mengalami gangguan atau juga keterbatasan dalam fungsi 

fisik tubuh yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan 

segala kegiatan sehari-hari. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 

pasal 1 ayat (1) dimana menjelaskan setiap manusia yang mengalami 

keterbatasan fisik, mental, intelektual dalam jangka waktu yang lama 

dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar, sehingga 

mengalami sedikit hambatan dan kesulitan dengan kata lain penyandang 

disabilitas adalah seseorang yang memiliki kelebihan khusus sehingga 

berbeda dengan lainnya non disabilitas.
18

 

Kemudian dalam hal ini berfokus pada penyandang disabilitas fisik 

yang bergabung di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center 

Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember. istilah disabilitas fisik itu 

merujuk pada kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk 

bergerak atau berfungsi secara fisik, ini bisa meliputi keterbatasan pada 

anggota tubuh. Dimana disabilitas fisik dapat mempengaruhi berbagai 

aspek kehidupan sehari-hari seperti mobilitas, partisipasi dalam melakukan 

aktivitas sosial, dan kemampuan untuk bekerja dan lain sebagainya. 

3. Perspektif Hukum Islam 

Hukum islam adalah syariat yang berarti aturan yang diberikan oleh 

Allah Swt, dimana hukum islam bukan hanya teori saja namun berupa 

                                                             
18

 Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang 

Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pasal 1 ayat (1). 
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sebuah aturan-aturan untuk diterapkan didalam sendi kehidupan manusia, 

karna itu maka banyak ditemui permasalahan permasalahan umumnya 

dalam bidang agama yang sering membuat pemikiran umat muslim yang 

cenderung kepada perbedaan, untuk itulah diperlukan sumber hukum islam 

sebagai solusinya.
19

 Seperti permasalahan konsep pemenuhan kewajiban 

suami disabilitas dalam perspektif hukum islam. 

Ilmu fiqih merupakan sebuah produk pemikiran dari sumber sumber 

hukum islam, perkembangannya sangat dibutuhkan mengingat ilmu fiqih 

adalah suatu ilmu pemahaman atau kumpulan hukum-hukum perbuatan 

yang disyariatkan dalam islam. Sedangkan batasan yang digunakan adalah 

teori fiqih disabilitas, dimana fiqih disabilitas membahas bagaimana islam 

memperlakukan penyandang disabilitas dengan pendekatan yang adil, 

menyantuni, dan memperdayakan mereka sebagai makhluk tuhan yang 

setara dengan manusia lainnya, fiqih disabilitas ini tidak hanya terbatas 

pada aspek hukum formal tetapi juga mencangkup pendekatan etik dan 

moral, beriringan dengan waktu dan terwujudnya kehidupan yang tentram, 

dengan keberlanjutan harapan inilah, fiqih disabilitas sangat dibutuhkan 

dalam penelitian ini. 

F. Sistematika Pembahasan  

Dalam bagian sistematika penulisan ini merupakan gambaran singkat 

dari format skripsi yang akan dibuat. Secara keseluruhan pembahasan dalam 

penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut : 

                                                             
19

 Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, (Jurnal Ilmiah Universitas 

Batanghari: Jambi, 2017),  9. 
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BAB I : Dalam bab ini, membahas latar belakang masalah dan fokus 

permasalahan tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, 

dan sistematika pembahasan. Berdasarkan latar belakang tersebut 

kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai batasan 

sekaligus rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. 

BAB II : Dalam bab ini membahasa penelitian terdahulu dan kajian teori. 

Terdapat penelitian terdahulu guna sebagai bantuan dan bahan agar 

tidak ada kesamaan plagiasi dengan pembahasan yang terdapat 

dalam penelitian ini. Kemudian dalam kajian teori meliputi makna 

pernikahan tanpa wali menurut Imam Hanafi dan juga tinjauan 

maslahah mursalah terhadap masalah tersebut. 

BAB III : Dalam bab ini akan membahas jenis dan pendekatan penelitian, 

subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. 

BAB IV: Dalam bab ini membahas gambaran lokasi penelitian yang akan 

diteliti,  berlokasi di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan 

Center Advokasi (PERPENCA) Kabupaten Jember. Serta juga 

jawaban rumusan masalah pertama dan rumusan masalah 

selanjutnya, sehingga penelitian ini akan dengan sendirinya dapat 

dikatakan sempurna atau jelas. 
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BAB V : Dalam bab penutup ini akan membahas mengenai kesimpulan yaitu 

ringkasan dari awal hingga akhir penelitian  dan saran yang 

dijasikan oleh peneliti untuk pihak yang membaca. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini sebelumnya telah melakukan riset mendalam, untuk 

dapat menyempurnakan penulisan penelitian ini, dan dapat dijadikan bahan 

acuan bagi peneliti, dimana fokus pada penelitian ini tentang pemenuhan 

kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap keluarga perspektif hukum 

islam. Adapun penelitian terdahulu yang dapat di temukan dan dikaji oleh 

peneliti yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian dari Picy Lestari pada tahun 2021 dengan judul skripsi 

“Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual 

(Tunagrahita) dalam membentuk keluarga sakinah” penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap 

pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas intelektual untuk 

membentuk keluarga sakinah, dan juga untuk mengetahui peran suami 

penyand ang disabilitas intelektual dalam pemenuhan nafkah untuk 

mencapai keluarga sakinah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah : 

(1) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran suami penyandang 

disabilitas intelektual sebagai pencari nafkah dalam mewujudkan keluarga 

sakinah? (2) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran suami 

penyandang disabilitas intelektual sebagai pemimpin dalam keluarga 

untuk mewujudkan keluarga sakinah? 
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Jenis penelitian yang digunakan dalam judul skripsi ini 

menggunakan penelitian kualitatif lapangan (field rescarch) dengan 

pendekatan kualitatif. Dimana penelitian ini memberikan hasil yang 

signifikan dimana tinjauan hukum islam terhadap peran suami 

penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) sebagai pemimpin dalam 

keluarga ialah sama sekali tidak dibebani hukum taklif khususnya 

ahliyyah al’ada’ karena para suami penyandang disabilitas intelektual jika 

dilihat dari akal tidak mampu untuk memimpin dalam keluarga.
20

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas ini, maka dapat diketahui bahwa 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas memiliki perbedaan dan 

juga persamaan, dimana perbedaannya baik dari segi subjek dan 

objeknya. Pada penelitian diatas ini lebih memfokuskan pada bagian 

pembentukan keluarga sakinah dengan keterbatasan intelektual 

(tunagrahita) dan juga tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan suami 

penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita), sedangkan persamaannya 

dalam penelitian ini ialah sama sama membahas pemenuhan hak suami 

dan juga sama sama penyandang disabilitas. 

2. Penelitian dari Ilma Nailul Muflikhah pada tahun 2023 dengan judul 

skripsi “Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Terhadap 

Istri Persepektif Komplikasi Hukum Islam” (Studi di Yayasan Senter 

Advokasi Disabilitas Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember) penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan kewajiban suami terhadap 

                                                             
20

 Picy Lestari, “pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas intelektual 

(tunagrahita) dalam membentuk keluarga sakinah” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021). 
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istri di yayasan center advokasi disabilitas persepektif komplikasi hukum 

islam dan juga untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor 

penghambat suami penyandang disabilitas dalam memenuhi kewajiban 

terhadap istri. Fokus penelitian ini ialah : (1) bagaimana pemenuhan 

kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap istri di yayasan senter 

advokasi disabilitas kecamatan kaliwates kabupaten jember persepektif 

komplikasi hukum islam? (2) faktor pendukung dan penghambat suami 

penyandang disabilitas dalam memenuhi kewajiban terhadap istri di 

yayasan senter advokasi disabilitas kecamatan kaliwates kabupaten 

jember? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yang bersifat empiris dengan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan dan sosiologis. Penelitian ini mengkaji fenomena 

dan juga peristiwa hukum yaitu pernikahan yang dilakukan antara seorang 

laki-laki penyandang disabilitas dengan seorang istri yang tidak 

disabilitas, dimana keterbatasan fisik suami menjadi faktor penghambat 

upaya pemenuhan kewajibannya terhadap istrinya, faktor penghambat 

suami penyandang disabilitas yaitu penghasilan tidak tetap dan minimnya 

lapangan pekerjaan, faktor pendukung penyandang disabilitas ini yaitu 

keluarga orang tua dan lingkungan.
21

 

Berdasarka hasil penelitian diatas ini, maka dapat diketahui bahwa 

penelitian diatas mempunyai kesamaan dan juga perbedaan dengan apa 

                                                             
21

 Ilma Nailul Muflikhah, “pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap 

istri persepektif komplikasi hukum islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq 

Jember, 2023). 
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yang diteliti oleh peneliti, diantara kesamaan penelitian diatas dengan 

penelitian peneliti ialah sama sama meneliti tentang pemenuhan 

kewajiban suami penyandang disabilitas, akan tetapi terdapat juga 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti, dimana letak 

perbedaannya ialah penelitian ini berfokus pada letak persepektif yang 

diambil yaitu merujuk pada pasal 80 komplikasi hukum islam terkait 

kewajiban suami, dan juga disini tidak dijelaskan secara spesifik 

penelitian tentang penyandang disabilitas hanya saja penyandang 

disabilitas secara umum. 

3. Penelitian dari Suci Isnaini pada tahun 2021 dengan judul skripsi 

“Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas” 

(Studi kasus di desa sidomulyo kecamatan buduran kabupaten sidoarjo) 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemenuhan hak dan 

kewajiban suami istri penyandang disabilitas dan juga mengetahui analisis 

fiqh disabilitas terhadap upaya hak dan kewajiban suami istri penyandang 

disabilitas. Rumusan masalah ini ialah : (1) bagaimana upaya keluarga 

penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri? 

(2) bagaimana analisis fiqh disabilitas terhadap upaya pemenuhan hak dan 

kewajiban suami istri penyandang disabilitas? 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Metode 

pengumpulan data yang digunakan penelitian ini seperti wawancara dan 

dokumentasi, pendekatan yang digunakan penelitian ini yaitu 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menghasilkan dua 
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sumber data yaitu data primer data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya sedangkan yang kedua ialah data skunder dimana data skunder 

ini diperoleh dengan mencari refrensi yang sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya 

pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas adalah saling 

mengerti saling memahami saling membantu antara suami istri baik 

mendidik anak dan memberi kasih sayang dan analisis fiqh disabilitas 

terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang 

disabilitas ialah diaman kepala keluarga tetap diwajibkan menjalankan 

kewajibannya sebagai kepala keluarga ialah seorang suami, baik itu 

memberi nafkah dan mendidik keluarganya.
22

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diuraikan bahwa terdapat 

perbedaan dan juga persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian peneliti, dimana perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian peneliti ialah diantaranya penelitian ini merujuk pada 

pemenuhan hak dan kewajiban keluarga dalam pemenuhan suami istri 

penyandang disabilitas dan juga penelitian ini ditinjau dari analisis fiqh 

disabilitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang 

disabilitas, seangkan persamaannya ialah sama sama meneliti tentang 

pernikahan penyandang disabilitas. 

4.  Penelitian dari Suci Cahaya Ningsi pada tahun 2021 dengan judul skripsi 

“Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik dan Sensorik Dalam Konteks 
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 Suci Isnaini, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas” 

(Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). 
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Sakinah Mawaddah Warahmah” (Studi Pasangan Suami Istri di 

Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap) penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam membangun 

keluarga sakinah pada pernikahan disabilitas fisik dan disabilitas sensorik 

dan juga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi 

pendukung dan juga penghambat yang dialami keluarga disabilitas fisik 

dan disabilitas sensorik dalam membentuk keluarga yang sakinah. 

Rumusan masalah penelitian ini diantaranya: (1) bagaimana upaya 

membangun keluarga sakinah dalam pernikahan disabilitas fisik dan 

disabilitas sensorik? (2) apa saja faktor pendukung dan penghambat yang 

dialami keluarga disabilitas fisik dan disabilitas sensorik dalam 

membentuk keluarga sakinah pada pasangan suami istri dikecamatan 

panca rijang kabupaten sidenreng rappang? 

Penelitian ini membahas bagaimana karakteristik pernikahan 

disabilitas fisik dan sensorik dalam konteks sakinah mawaddah 

warahmah, dengan mengkaji rumusan masalah diatas, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan 

juga wawancara bersama pasangan suami istri yang salah satu dari mereka 

penyandang disabilitas fisik dan sensorik. Hasil dari penelitian ini ialah 

upaya dari pernikahan disabilitas fisik dan sensorik dalam membangun 

keluarga sakinah dimana pasangan tersebut saling memahami kewajiban 

pasangan tersebt dan, bekerjasama dalam mencari nafkah dan mendidik 
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anak, dan juga faktor pendukung adalah adanya dukungan dari pasangan 

dan keluarga sedangkan faktor penghambat penyandang disabilitas 

tersebut adalah problem keterbatasan, pendapatan yang tidak menentu dan 

perbedaan pendapat dan juga masalah pola asuh terhadap anak.
23

 

Berdasarkan penelitian diatas ini dapat diuraikan dan juga dapat kita 

ketahui perbedaan dan juga persamaan antara penelitian ini dengan 

penelitian peneliti, dimana perbedaan penelitian ini terletak pada 

penelitian ini yang berfokus pada pembangunan keluarga sakinah dalam 

pernikahan penyandang disabilitas fisik dan sensorik dan juga faktor 

penghambat dan pendukung dalam pembentukan keluarga sakinah dalam 

keluarga penyandang disabilitas fisik dan sensorik, sedangkan persamaan 

penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah sama sama membahas 

tentang penikahan dan juga pernikahan penyandang disabilitas. 

5. Penelitian dari Muhammad Ridwan pada tahun 2023 dengan judul skripsi 

“Peran Istri Dari Suami Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Hukum 

Islam” (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan 

Pedurungan Kota Semarang) penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

peran istri dari suami penyandang disabilitas dalam kehidupan rumah 

tangga dan juga mengetahui tinjauan hukum islam terhadap peran istri 

dari suami penyandang disabilitas terhadap pemenuhan nafkah. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini diantaranya ialah : (1) bagaimana peran istri 

dari suami penyandang disabilitas dalam kehidupan rumah tangga dalam 
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 Suci Cahaya Ningsi, “karakteristik pernikahan disabilitas fisik dan sensorik dalam 

konteks sakinah mawaddah warahmah” (Skripsi, IAIN Parepare, 2022). 
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kesehariannya? (2) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran istri 

dari suami penyandang disabilitas terhadap pemenuhan nafkah? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan metode empiris terjun lapangan, dokumentasi wawancara 

dan juga pengelolaan data, hasil dari penelitian ini ialah dimana peran istri 

terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah yaitu 

aktif membantu suami mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari hari 

keluarganya, dan juga upaya suami penyandang disabilitas dalam 

pemenuhan nafkah keluarga ditinjau dari hukum islam seorang istri turut 

berperan dalam membantu rumah tangganya, selagi juga seorang istri 

diridhoi oleh suami untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, 

suami penyandang disabilitas tersebut nafkah terhadap istrinya dalam 

bentuk materil maupun non materil saling bekerja sama antara suami dan 

istri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
24

 

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat diuraikan dan juga 

diketahui bahwa dalam penelitian ini dengan penelitian peneliti memiliki 

perbedaan dan juga persamaan anatara keduanya, dimana perbedaan 

antara penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah dibagian sisi 

objeknya dimana penelitian ini merujuk pada peran istri terhadap suami 

yang mempunyai keterbtasan atau istilah penyandang disabilitas dalam 

pemenuhan kehidpan sehariannya dan juga tinjauan hukum islam terhadap 

peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan 
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 Muhammad Ridwan, “Peran Istri Dari Suami Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari 

Hukum Islam” ( Skripsi, Unissula, 2023). 
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nafkah, sedangkan persamaannya ialah terdapat pada objek penelitian 

yang sama, dimana penelitian ini sama sama membahas tentang 

pemenuhan nafkah penyandang disabilitas dan juga kewajiban dalam 

pemenuhan terhadap penyandang disabilitas. 

6. Cut Hasmiyati pada tahun 2017 dalam artikelnya yang berjudul  

“Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas” (Studi Kehidupan 

Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota 

Yogyakarta) penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait 

bagaimana kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas dan 

bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah dari suami 

disabilitas diKelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota 

Yogyakarta, penelitian ini fokus pada disabilitas tunanetra, tunarungu, 

tunadaksa, dan tunawicara, problemnya adalah para suami yang memiliki 

keterbatasan pada gerak dan juga akalnya. 

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat diuraikan dan juga 

diketahui bahwa dalam penelitian ini dengan penelitian peneliti memiliki 

berbedaan dan juga kesamaan antara keduanya, dimana letak perbedaan 

antara penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah dibagian sisi jenis 

disabilitas yang dipakai dan juga objek yang berbeda, dan kesamaan 

antara penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah dibagian 

pemenuhan kewajiban suami disabilitas, yang sama sama meneliti tentang 

pemenuhan nafkah suami kepada istri dan keluarganya. Jenis penelitian 
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yang dipakai oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dan 

berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan normatif. 

7. Hamdan Arief Hanif dalam artikelnya yang berjudul “Nafkah Istri 

Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam” yang fokus 

penelitiannya yaitu tetang hukum istri bekerja dan relevansinya dengan 

kewajiban nafkah keluarga, penelitian ini menganalisis dasar hukum 

suami penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan kewajiban 

memberi nafkah keluarganya yang dilakukan oleh seorang istri dan 

pemberian nafkah yang dilakukan oleh suami penyandang disabilitas. 

Dari hasil penelitian ini bahwa seorang istri diperbolehkan untuk 

memberikan nafkah kepada suami, terlepas dalam keadaan suami 

disabilitas, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, 

metode pengumpulan data yang digunakan peneliti, persamaannya dalam 

penelitian terdahulu adalah sama sama meneliti tentang bagaimana 

pemenuhan nafkah dan juga menggunakan metode yang sama yaitu 

wawancara dokumentasi dan telaah teori teori terdahulu, letak 

perbedaannya terdapat pada objek penelitian yang mana penelitian ini 

berfokus pada istri dalam pemenuhan nafkah suaminya dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif.
25
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 Hamdan Arief Hanif, Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam, 
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Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu  

dengan Penelitian Peneliti 

No Nama 

Peneliti 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan Penelitian 

1 Picy Lestari  

(2021) 

Persamaannya terletak 

pada tinjauan hukum 

islam yang digunakan, 

dan juga peran atau 

pemenuhan kewajiban 

suami, penelitian ini 

sama-sama  fokus 

pada suami 

penyandang 

disabilitas. 

Perbedaannya terletak pada 

objek yang diteliti, 

penyandang disabilitasnya 

yaitu penyandang disabilitas 

intelektual, sedangkan 

penelitian peneliti fokus 

pada penyandang disabilitas 

fisik, juga fokus pada 

penelitian ini lebih kepada 

pembentukan keluarga 

sakinah, sedangkan pada 

penelitian peneliti lebih 

fokus pada pemenuhan 

kewajibannya. 

2 Ilma Nailul 

Muflikhah 

(2023) 

Persamaan penelitian 

ini yaitu sama-sama 

meneliti tentang 

pemenuhan kewajiban 

suami penyandang 

disabilitas, dan juga 

jenis penelitian yang 

digunakan sama, yaitu 

menggunakan jenis 

penelitian hukum 

empiris. 

Perbedaan pada penelitian 

ini terletak pada teori yang 

digunakan, dimana teori 

dalam penelitian ini 

menggunakan fokus kajian 

kompilasi hukum islam 

sedangkan dari penelitian 

peneliti menggunakan teori 

fiqih disabilitas. Lokasi 

penelitian yang berbeda, 

juga teknik pengumpulan 

data yang tidak sama. 

3 Suci Isnaini 

(2021) 

Persamaannya terletak 

pada kajian teori yang 

digunakan, yaitu 

sama-sama 

menggunakan teori 

fiqih disabilitas, serta 

menggunakan jenis 

penelitian hukum 

empiris/lapangan 

dengan pendekatan 

yang sama. 

Perbedaannya terletak pada 

penelitian ini merujuk pada 

pemenuhan hak dan 

kewajiban yang lebih di 

fokuskan kepada suami dan 

istri. Sedangkan penelitian 

peneliti fokus pada 

kewajiban suami saja, serta 

lokasi yang digunakan 

penelitian ini berbeda 

dengan penelitian peneliti. 

4 Suci 

Cahaya 

Persamaannya yaitu 

terletak pada subjek 

Perbedaannya terletak pada 

kajian teori yang digunakan, 
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No Nama 

Peneliti 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan Penelitian 

Ningsi 

(2021) 

penelitian yang sama, 

yaitu fokus pada 

penyandang disabilitas 

fisik 

 

dan juga tujuan dalam 

penelitian ini yang berfokus 

pada pembentukan keluarga 

sakinah, beda dengan 

penelitian peneliti yang 

foku pada kewajiban suami 

terhadap keluarga. Serta 

lokasi yang digunakanpun 

berbeda.  

 

5 Muhammad 

Ridwan 

(2023) 

Sama-sama 

menggunakan tinjauan 

hukum islam dan jenis 

penelitian yang 

digunakan yaitu jenis 

penelitian hukum 

empiris. 

Perbedaannya terletak pada 

lokasi penelitian yang 

berbeda, dan fokus dalam 

jenis disabilitas, penelitian 

ini merujuk/fokus pada 

peran istri terhadap suami 

yang mempunyai 

keterbatasan atau istilah 

penyandang disabilitas 

dalam pemenuhan nafkah 

sedangkan penelitian 

peneliti itu fokus pada 

pemenuhan kewajiban 

suami terhadap keluarga. 

6 Cut 

Hasmiyati  

(2017) 

Persamaannya terletak 

pada kajian penelitian, 

sama-sama membahas 

mengenai pemenuhan 

nafkah, juga jenis 

penelitian yang 

digunakan. 

Artikel ini menggunakan 

fokus kajian yang lebih 

umum, sedangkan 

penelitian peneliti 

mengunakan kajian fiqih 

disabilitas. Serta lokasi 

yang digunakan pada 

penelitian ini berbeda dan 

jenis disabilitas yang beda.   

7 Hamdan 

Arief Hanif 

(2023) 

Sama sama membahas 

tentang pemenuhan 

kewajiban nafkah 

Bedannya terletak pada 

teori yang digunakan, serta 

fokus penelitian yang 

berbeda, yang fokus pada 

pemenuhan istri dalam 

memberikan nafkah kepada 

suami disabilitas. 
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Penelitian-penelitian terdahulu diatas ini hanya membahas konsep 

umum pernikahan penyandang disabilitas dan pemenuhan hak suami istri 

penyandang disabilitas, tanpa menjelaskan secara spesifik terkait penyandang 

disabilitasnya dan pemenuhan hak suami istri penyandang disabilitas, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Untuk melengkapi dan juga 

menyempurnakan pemahaman terkait pernikahan disabilitas dan juga 

pemenuhan kewajiban keluarga disabilitas maka penulis akan melakukan 

penelitian tentang pemenuhan kewajiban suami terhadap keluarganya di 

Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) 

Kabupaten Jember, sehingga penelitian peneliti sangat membantu dalam 

menambah wawasan dan akan melengkapi penelitian terdahulu sebelumnya.  

B. Kajian Teori 

1. Teori Fiqih Disabilitas 

a. Fiqih Disabilitas 

Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa menafkahi keluarga itu 

wajib dilakukan oleh kepala keluarga/suami. Akan tetapi kadang 

seorang suami mengalami keterbatasan pada fisiknya atau disabilitas 

yang menyebabkan kesulitan mendapat pekerjaan yang mencukupi 

untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dari pertimbangan ini 

kemudian muncul pertanyaan: Sampai batas apakah seorang 

diwajibkan menanggung nafkah keluarganya?
26
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Kepala keluarga penyandang disabilitas tetap diwajibkan untuk 

menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga, yakni memberikan 

nafkah bagi keluarganya sampai batas mereka betul-betul tidak mampu 

untuk memberi nafkah lagi sebab tak memiliki harta dan pekerjaan. 

Bila nyata tidak mampu, maka kewajiban tersebut akan gugur dari 

dirinya. Selanjutnya pemerintahlah yang berkewajiban menjamin 

kebutuhan hidup penyandang disabilitas tersebut dan orang yang wajib 

ia nafkahi. Pemerintah juga wajib mendorong masyarakat yang mampu 

untuk berpartisipasi dalam menjamin kebutuhan hidup mereka.
27

 

Nabi Muhammad Saw bersabda: 

ءٍ فدََعُوهُ  ذَا نََيَْتُكُُْ عَنْ شََْ
ِ
تَطَعْتُُْ وَا نْهُ مَا اس ْ ءٍ فأَتْوُا مِّ ذَا أَمَرْتكُُُْ بِّشََْ

ِ
 فاَ

Artinya: Apabila aku memerintahkan sesuatu atas kalian, maka 

kerjakan semampu kalian, tetapi ketika aku melarang kalian 

dari sesuatu maka jauhilah.
28

 

 

Dari hasil Lembaga Bahtsul Masa’il (LBM) PBNU dalam 

bukunya yaitu Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, hadist diatas 

ini dapat diketahui bahwa suatu perintah agama harus dilakukan 

hingga mencapai batas maksimal kemampuan orang yang mendapat 

perintah, apabila orang itu sudah tidak mungkin lagi untuk 

melaksanakan perintah tersebut, dalam hal ini adalah memberikan 

nafkah, maka kewajiban ini dengan sendirinya telah gugur. 

Selanjutnya Islam menentukan bahwa kewajiban nafkah terhadap 
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 Said Aqiel Sirajd, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, (Lembaga Bahtsul Masail 
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orang yang betul-betul tidak mampu itu menjadi tanggungan negara, 

apabila negara tidak mampu maka atas masyarakat yang kaya.
29

 Sesuai 

dengan pernyataan ulama berikut ini :  

مسأألة: ج( : لَ يجوز بيع الأولَد لَحتياجهم للنفقة لحرمة بيع الحر، فلو بِعهم (

الأب أأو غيْه كَن ثمنهم متعلقاا بذمة البائع، وليس لمشتريهم عليْم يد، ونفقتهم في 

 بيت المال
 

Jawaban masalah: Tidak diperbolehkan menjual anak (kepada 

orang kaya) dengan alasan mereka membutuhkan nafkah, 

karena haram menjual orang yang merdeka. Nafkah mereka 

ada di Baitul Mal kemudian (kalau tak ada di baitul mal, maka 

di dalam harta) masyarakat muslim yang kaya.
30

 

 

غناء الفقراء، فهي  ممثلة لهم كفاية الفقراء : للدولة أأيضا أأن تطالب الأغنياء  بِإ
Pemenuhan hajat orang-orang fakir: begitu juga bagi negara 

boleh menuntut orang-orang kaya agar memenuhi kebutuhan 

hidup orang-orang fakir sebab negara adalah representasi 

dari mereka (orang-orang fakir).
31

 

 

Menurut hasil Bahtsu Masa’il (LBM) PBNU bahwa negara 

juga berhak untuk memaksa orang-orang kaya untuk mengurus orang 

fakir disekitar mereka. Dalam narasi kitab fiqih dijelaskan bahwa 

orang-orang kaya juga wajib untuk memberikan kebutuhan pokok 

orang-orang yang tidak mampu.
32

 

َغأنِيَاءََِعَلَىَوَفرُِضََ َعَلَىَالسُّلأطاَنََُوَيُُأبِِهُُمََُ،َبفُِقَرَائِهِمأََيَ قُومُواَأَنأََبَ لَدَ َكُلَ َأَهألََِمِنأََالْأ
وَالََِسَائرََِِفََِوَلَََبِِِمأ،َالزَّكَوَاتََُتَ قُمََُلأَََإِنأََذَلِكَ، لِمِيَََأمَأ َيأَأكُلُونَََبِاََلََمُأََفَ يُ قَامََُ،َالأمُسأ

كَنَ َ،َذَلِكَََبِثِألََِوَالصَّيأفََِللِشَّتَاءََِاللَّبَاسََِوَمِنأََمِنأهُ،َبدَََُّلَََالَّذِيَقُوتَِالأََمِنأَ َوَبِسَأ
تُ هُمأَ سِ،َوَالصَّيأفََِالأمَطَرِ،َمِنأََيَكأ  .الأمَارَّةََِوَعُيُونََِوَالشَّمأ

                                                             
29

 Sirajd, Fiqih Penguatan, 151-152. 
30

 Abdurrahman Ba’alawi, Bughyah Al-Mustarsyidin, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 516. 
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Wajib atas orang-orang kaya disuatu negeri untuk mengurus 

kebutuhan orang fakirnya dan pemerintah boleh memaksa 

mereka untuk itu apabila zakat tidak bisa memenuhi kebutuhan 

mereka. Hal ini tidak wajib atas seluruh harta kaum muslimi, 

maka kemudian mereka harus dibangun fasilitas untuk 

mendapatkan makanan pokok, pakaian bagi musim dingin dan 

musim panas, tempat berteduh dari hujan dan panas matahari 

serta pandangan orang-orang.
33

 

 

Mencari nafkah adalah kewajiban bagi setiap kepala keluarga. 

Namun, bagi kepala keluarga yang mengalami disabilitas, kewajiban 

ini kadang cukup berat melihat jenis disabilitas dan keberadaan akses 

dalam lingkungan kerjanya, tak jarang kewajiban itulah menyababkan 

penyandang disabilitas melakukan pekerjaan yang tidak ideal seperti 

misalnya mengemis dan semacamnya.
34

 Melihat dimana kewajiban 

seorang suami menurut hukum islam itu diantaranya: 

1) Memberikan Nafkah Lahir 

Nafkah menurut ulama Madzhab Syafi’i dikutip oleh al-Imam 

Muhammad al-Khatib asy-Syarbini dalam kitabnya yakni Mugnil 

Muhtaj berasal dari kata Infaq yang dapat diartikan 

membelanjakan atau menggunakan sebagian harta didalam hal-hal 

yang berguna dan baik. Sedangkan, nafkah wajib bagi seorang 

manusia. Menurut fiqih, terbagi menjadi dua:
35

  

a) Memberikan nafkah kepada dirinya sendiri apabila dia mampu 

dan harus mengutamakan dari pada memberikan nafkah 
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kepada selainnya, dikarnakan adanya hadist Nabi Muhammad 

yang menyatakan:  

َعَلَي أهَا بنَِ فأسِكََفَ تَصَدَّقأ  ابأدَأأَ
“Mulailah dari dirimu sendiri kemudian orang-orang yang 

kau tanggung nafkahnya”
36

 

 

b) Memberikan nafkah kepada manusia yang lainnya. Sedangkan 

sebab sebab seseorang wajib memberikan nafkah kepada 

orang lain itu : sebab adanya pernikahan, sebab hubungan 

kekerabatan, sebab kepemilikan terhadap budak tertentu.
37

 

Kewajiban seseorang dalam menangung nafkah disebabkan 

adanya pernikahan itu menjadi pembahasan yang paling populer 

didalam bab fiqih. Oleh sebab itu ketika seseorang laki laki sudah 

mengucapkan ijab qobul dalam pernikahan maka banyak 

kewajiban baru yang terikat dalamnya, salah satunya ialah  

memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Selanjutnya 

kewajiban suami dalam menafkahi ini dengan kemampuannya 

dan tidak terikat dengan keterbatasannya baik keterbatasan 

fisiknya.
38

 Sedangkan kewajiban suami yang dapat menafkahi 

istri dalam fiqih dibagi menjadi tiga golongan diantaranya:  

a) (Musir) mampu: seorang suami yang mampu dan dapat 

menghasilkan pemasukan lebih dari pengeluaran, maka yang 

wajib diberikan kepada istrinya adalah dua mud makanan 
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pokok (kurang lebih 14 ons) setara dengan setengah sha’ 

gandum atau 1,5 kg beras.  

b) (Mutawassith) standard: seorang suami yang mampu dan 

dapat menghasilkan pemasukan sama dengan pengeluaran, 

maka kadar yang wajib diberikan adalah satu setengah mud 

makanan pokok (kurang lebih 10,5 ons).  

c) (Mu’sir) tidak mampu: seorang suami yang mampu 

menghasilkan pemasukan kurang dari pengeluaran, maka 

kadar yang wajib diberikan adalah satu mud makanan pokok 

(kurang lebih 7 ons).
39

 

Kewajiban memberi nafkah keluarga tetap melekat kepada 

kepala keluarga, walaupun suami tersebut seorang penyandang 

disabilitas, sepanjang suami disabilitas memiliki kemampuan 

memberikan nafkah kepada keluarganya dengan hartanya atau 

penghasilannya. Kewajiban ini kadang cukup berat dilihat dari 

jenis disabilitas dan akses dalam lingkungan kerjanya, tak jarang 

kewajiban suami penyandang disabilitas tidak mampu dalam 

menangung nafkah keluarganya, sehingga masuk pada golongan 

Mu’sir. Dalam kondisi ini pihak yang wajib dalam menafkahi 

adalah kerabat, lalu negara (bait al-mall). Bila tidak ada, maka 
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yang menangung adalah orang-orang muslim yang kaya (mayasir 

al-muslimin).
40

 

2) Memberikan Nafkah Bathin 

Nafkah bathin adalah pemenuhan suami terhadap istri 

berupa keperluan nafsu dengan istinta’ yaitu (hubungan suami 

istri), akan tetapi kadar yang diberikan itu tidak ditetapkan secara 

jelas oleh hukum islam, namun suami perlu menyadari  bahwa 

antara perkara yang menjadi tanggung jawabnya ialah memenuhi 

nafsu istri, begitu pula sebaliknya yaitu istri juga memiliki 

kewajiban dalam hal ini, maka keduanya itu memiliki kewajiban 

antara ini. Kegagalan memahami dalam memenuhi hubungan 

kelamin antara suami istri menjadikan salah-satu penyebab 

hilangnya keharmonisan rumah tangga, sehingga menyababkan 

perpecahan dalam rumah tangga.
41

 

Dari hasil bahtsul masa’il (LBM) PBNU dalam hal ini juga 

menunjukkan bahwa islam juga mengatur adanya nafkah yang 

tidak berbentuk materi (harta benda) tapi berbentuk kasih sayang 

dan perhatian yang tulus dari pasangan baik suami atau istri, 

dijelaskan dalam Al-qur’an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : 

ةا وَّ  وَدَّ ليَْْاَ وَجَعَلَ بيَْنكَُُْ مَّ ا لِّتٰسَْكُنوُْٓا اِّ كُُْ اَزْوَاجا نْ اَنفُْسِّ ٰ ٓ اَنْ خَلقََ لكَُُْ مِّ يهتِّه  نْ اه ْ وَمِّ ْۗ اِّنَّ فيِّ َةا ْْ رَ

َّتَفَكَّرُوْنَ  َ لََيٰهتٍ لِّقٰوَْمٍ ي لِِّ  ذه

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, 
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supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, 

dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang, 

sesunggguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
42

 

 

Bahkan suami sebagai kepala rumah tangga yang 

memenuhi segala kebutuhan nafkah khususnya nafkah bathin ini, 

dimana suami wajib untuk membahagiakan istrinya dengan cara 

memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin, karena suami 

berkewajiban memberikan nafkah bathin kepada istrinya tersebut, 

sesuai keinginan mereka berdua.
43

 

Kemudian dari istilah nafkah bathin disini adalah hal-hal 

(kebutuhan) yang harus dipenuhi oleh suami maupun istri, berupa 

hal-hal yang bukan berbentuk kebendaan. Mengenai nafkah bathin 

ini memang sulit untuk disebutkan secara rinci dan jelas, hal ini 

dikarnakan nafkah bathin itu memiliki pandangan yang sangat luas 

kaitannya dalam kebutuhan rumah tangga, maka terkait hal ini 

banyak perbedaan pendapat dalam memberikan sebuah definisi 

tentang makna dari nafkah bathin. 

Pendapat yang memberikan cakupan tentang nafkah bathin 

meliputi berbagai hal, diantaranya seperti: 

a) Memberikan kasih sayang terhadap keluarga 

b) Memberikan bimbingan  

c) Menggauli istri dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) 
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d) Memberikan rasa aman dikehidupan keluarga 

Cangkupan diatas ini merupakan kebutuhan yang berkaitan 

erat dengan kebutuhan psikis yang masing-masing dari bagian itu 

mengkhendaki adanya pemenuhan.
44

 Islam juga mengatur 

didalamnya, dimana begitu penting pemenuhan nafkah bathin, 

untuk mendekatkan hubungan keluarga untuk lebih menambah 

keakraban serta meminimalisir terjadinya suatu problem pada 

keharmonisan rumah tangga. 

3) Menyediakan Tempat Tinggal 

Suami sebagai kepala keluarga itu memiliki peran yang 

penting dalam melindungi anggota keluarganya, salah satunya 

yaitu dengan memberikan tempat tinggal yang layak, menurut 

jumruh ulama’ fiqih mengatakan bahwa memberikan tempat 

tinggal yang layak itu bisa di maksud tempat kediaman yang 

disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan 

pihak lain atau bahaya dilingkungan sekitarnya, dimana tempat 

tinggal juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, 

sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
45

  

Suami wajib melengkapi tempat tinggal sesuai dengan 

kemampuan suami serta disesuaikan dengan keadaan tempat 

tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun 

sarana sarana penunjang lainnya. Kewajiban seorang suami harus 
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memberikan tempat tinggal (nafkah lahir) memberikan makanan 

dan minuman sesuai dengan kemampuan  kepada keluarganya. 

Bahkan dijelaskan dalam Surah at-Talaq ayat 6 yang berbunyi 

sebagai berikut: 

دكُِمأَوَلََتُضَا َحَيأثَُسَكَنتُمَم نَوُجأ َمِنأ كِنُوهُنَّ َلتُِضَي  قُوآ  أَسأ  نََّعَلَيأهََِٓ  رُّوهُنَّ
Artinya: tempatkanlah mereka (istri) dimana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 

mereka istri.
46

 
 

Disisi lain suami selain menyediakan tempat tinggal, suami 

wajib menyediakan perlengkapan rumah tangga yang disiapkan 

untuk bersama dan untuk istri dan anak-anaknya, pada dasarnya 

pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi segala peralatan 

rumah tangga dan melengkapi perlengkapan adalah suami, 

misalnya seperti menyediakan tempat tidur untuk beristirahat dan 

menyediakan sepeda untuk kebutuhan sehari-hari atau juga untuk 

mengantar anak sekolah dan lain sebagainya.
47

 

4) Memberikan Pendidikan Agama 

Suami sebagai imam didalam kehidupan rumah tangga, 

wajib hukumnya untuk memberikan pendidikan, baik itu 

pendidikan agama dan sosial. Suami juga harus menjadi teladang 

yang baik bagi keluarga, dimana pendidikan agama untuk 

mencapai suatu kemaslahatan dalam rumah tangga sehingga 

dengan memperdalam ilmu agama, keluarga akan lebih tentram 
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harmonis dan juga memperbaiki akhlak yang kurang baik dalam 

kehidupan sosial. 
48

 

Kewajiban suami mendidik kelurga itu dengan 

menanamkan tauhid, akhlak mulia, ibadah dan cinta alqur’an serta 

mencegah perbuatan buruk seperti dosa, maksiat, hingga menjaga 

iman dan selalu meningkatkan ketaqwaan supaya selalu taat 

kepada Allah Swt dan menjadikan agama islam sebagai tolak ukur 

perbuatan dalam semua aspek kehidupan. Akan tetapi suami ketika 

tidak mampu mengajarkan agama, maka memberikan kebebasan 

untuk istri dalam mencari ilmu atau menghadiri majelis ilmu 

(pengajian) sedangkan untuk memenuhi kewajiban dalam 

pendidikan agama anaknya, aketika suami tidak mampu 

mengajarkan agamanya maka mencarikan seseorang yang bisa 

mengajarkan agama kepada anaknya seperti kyai ustadz dengan 

istilah di masyarakat lebih terkenal dengan sebutan di pondokkan 

terlebih dahulu supaya mendapatkan ilmu agama yang baik dan 

benar.
49

 

Dalam literatur ilmu fiqih juga ditemukan berbagai istilah yang 

menjelaskan macam-macam penyandang disabilitas seperti syalal 

(kelumpuhan) yaitu ketidak berfungsian organ tubuh dan juga al-a’ma 

(keterbatasan penglihatan) atau al a’raj (kelumpuhan kaki) dan al-

aqtha’ (kelumpuhan tangan), kemudian taysir (kemudahan) dimana 
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merupakan salah satu prinsip penting dalam menjalankan ajaran 

agama, terutama dalam situasi sulit, artinya setiap kesullitan juga 

menuntut adanya kemudahan (al-masyaqqah tajlib al-taysir)
50

 dalam 

Al-qur’an Allah Swt berfirman di Surah Al-Baqorah ayat 185 yang 

berbunyi : 

رََ رََوَلََيرُيِأدَُبِكُمَُالأعُسأ  ٓ  يرُيِأدَُالل ّٰهَُبِكُمَُالأيُسأ
Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 

menghendaki kesungkaran bagimu.”
51

 
 

Dalam hal ini maksudnya ialah kemudahan itu diberikan oleh 

Allah Swt, untuk tujuan dan maksud yang mulia, memastikan agar 

manusia dapat menjalankan agama tanpa susah payah dalam menjalani 

kehidupan didunia, juga mendorong dan memotivasi manusia agar 

rajin dan semangat menjalankan agama, karna lantaran bisa dilakukan 

dengan mudah dan tanpa kesulitan apapun, hal ini menjadi bagian dari 

prinsip Islam, menghilangkan segala bentuk kesulitan. Selain itu, Allah 

Swt memberi keringanan bagi mereka yang memiliki kekurangan 

secara fisik sehingga tidak bisa melakukan kewajiban yang dikerjakan 

oleh kaum muslimin lainnya.
52
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2. Penyandang Disabiltas/Difabel 

a. Pengertian Penyandang Disabilitas/Difabel 

Sejak pada tahun 1990-an di Indonesia muncul istilah “difabel” 

singkatan dari “differently abled” sebagai counter terhadap 

penggunaan istilah penyandang cacat yang dinilai dan dirasa 

stigmatis. Dalam istilah difabel digunakan dengan argumen bahwa 

mereka bukan berketidakmampuan/disability, melainkan memiliki 

kemampuan yang berbeda. Ada setidaknya 3 versi asal-usul 

penggunaan istilah difabel dalam bahasa indonesia, yaitu pertama di 

sekitar tahun 1981-an terkait pengalaman tokoh disabilitas, Didi 

Tarsidi yang mengikuti konferensi ketunanetraan Asia di Singapura, 

kedua sekitar tahun 1985  terkait tulisan LA Times, ketiga disekitar 

tahun 1990-an yaitu istilah Difabel digunakan pada dokumen legal 

tingkat lokal yaitu Peraturan Daerah Sleman Jawa Tengah, No 11 

tahun 1990-an sampai tahun 2002 dan dikenal sebagai sebutan 

Difabel.
53

 

Penyandang disabilitas di Negara Indonesia memiliki hak dan 

kewajiban yang sama seperti manusia lainnya, sebelum ditetapkannya 

Undang-undang disabilitas dan Peraturan Daerah menjadikan seorang 

penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang sama seperti manusia 

biasa, hak-hak penyandang disabilitas dijelaskan pada Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 tentang hak-hak seorang penyandang 
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disabilitas, hak-hak tersebut yaitu hak untuk hidup, hak bebas dari 

stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak 

kesehatan, hak pekerjaan dan kewirausahaan, hak politik, hak 

keagamaan, dan masih banyak hak-hak disabilitas yang diatur dalam 

Undang-undang No 8 Tahun 2016 tersebut, maka dari hal tersebut 

sebagai acuan para penyandang disabilitas untuk bebas melakukan 

apapun sesuai dengan kebutuhannya.
54

 

Penyandang disabilitas ialah merupakan istilah untuk merujuk pada 

mereka yang memiliki kelainan fisik atau non fisik, didalam 

penyandang disabilitas juga terdapat beberapa jenis yaitu seperti 

kelainan secara fisik, terdiri dari tunarungu wicara, tunanetra, 

tunadaksa, tunarungu dan tuna rungu wicara. Dan juga kelainan secara 

non fisik dimana diantaranya seperti tunagrahita, autis, dan hiperaktif. 

Yang terakhir ialah kelainan ganda dimana disini mereka yang 

mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan. Dalam Undang-

Undang No 8 Tahun 2016 Pasal1 Ayat (1) menerangkan bahwa 

penyandang disabilitas adalah setiap manusia yang mengalami 

keterbatasan fisik mental dalam jangka waktu lama yang apabila 

berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat dapat mengalami 

hambatan dan juga kesulitan.
55
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b. Macam-macam Disabilitas/Difabel 

Adapun beberapa bagian disabilitas maka penyandang disabilitas 

dapat dibagi dalam beberapa jenis diantaranya ialah: 

1) Disabilitas Fisik 

Disabilitas fisik merujuk pada kondisi yang mempengaruhi 

kemampuan seseorang untuk bergerak atau berfungsi secara fisik. 

Ini bisa meliputi keterbatasan pada anggota tubuh, Disabilitas fisik 

dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti 

mobilitas, partisipasi dalam aktivitas sosial, dan kemampuan untuk 

bekerja. Aksesibilitas lingkungan (misalnya, bangunan, 

transportasi) menjadi penting untuk mendukung individu dengan 

disabilitas fisik. 

2) Disabilitas Mental 

Disabilitas mental ialah mempengaruhi kesehatan mental 

seseorang, dimana dapat mengganggu fungsi sehari-hari. Ini 

mencakup berbagai gangguan yang dapat memengaruhi pikiran, 

emosi dan perilaku, dimana penyandang disabilitas mental dapat 

menyebabkan kesulitan dalam aktivitas dan juga ketika hubungan 

interpersonal, pekerjaan, dan kegiatan sehari-hari, dukungan 

psikologis dan akses terhadap perawatan kesehatan mental penting 

untuk membantu individu mengelola kondisi mereka dan 

menjalani kehidupan yang lebih baik. 
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3) Disabilitas Intelektual 

Disabilitas intelektual adalah kondisi yang ditandai oleh 

keterbatasan dalam fungsi intelektual dan keterampilan adaptif. Ini 

biasanya terdeteksi sebelum usia 18 tahun dan dapat memengaruhi 

kemampuan seseorang dalam belajar, berkomunikasi, dan 

berinteraksi sosial. Individu dengan disabilitas intelektual 

mungkin memerlukan dukungan tambahan dalam pendidikan, 

pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Penting untuk menciptakan 

lingkungan yang inklusif dan menyediakan sumber daya yang 

dibutuhkan untuk membantu mereka berkembang. 

4) Disabilitas Ganda 

Disabilitas ganda disebut juga dengan tunaganda, adalah 

seseorang yang menderita cacat lebih dari satu kecacatan yaitu 

cacat secara fisik dan cacat mental, seseorang yang mengalami 

tunaganda salah satu contohnya menyandang tunadaksa dengan 

tuna grahita sekaligus.
56
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Metode penelitian adalah gabungan kata “metode” dan “penelitian” 

yang sering di sebut dengan metode penelitian (science research method) 

dimana dapat dimaknai sebagai suatu pengetahuan tentang cara cara sistematis 

dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah masalah 

tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan selanjutnya dicarikan 

cara pemecahannya atau solusinya.
57

 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris 

(empirical legal resecrh) atau juga lebih populer dengan penelitian lapangan 

(field reseach), yaitu menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran 

penelitian, dimana  ruang lingkup dari penelitian empiris ini seperti norma 

yang sedang berlaku di masyarakat. Sumber data yang diperoleh langsung dari 

hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi pada para suami penyandang 

disabilitas. 

Pendekatan dapat diartikan sebagai petunjuk dalam memandang suatu 

permasalahan ataupun objek kajian yang ada pada suatu penelitian. 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan 

Pendekatan Sosiologis, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Hadi mereka 

mengakatan bahwa sosiologis adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial 

yang di dalamnya ada norma, kelompok dan juga lapisan-lapisan sosial 
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dengan berbagai proses dan perubahan sosial yang ada.
58

 Dimana metode 

pendekatan ini sangat cocok digunakan untuk mengkaji sumber data yang 

mendalam.  

B. Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian sangat penting bagi peneliti, 

dikarenakan menjadi salah satu faktor dimana lokasi tersebut sebagai tempat 

seorang peneliti untuk mendapatkan informasi dan permasalahan dengan 

mencari data data yang aktual dan valid dengan cara melakukan observasi, 

wawancara dan juga dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Yayasan 

Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi Kabupaten Jember. 

Alasan penelitian dilakukan di lokasi tersebut, karena Yayasan Persatuan 

Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) memiliki tempat 

yang strategis yang terletak di tengah-tengah kota yang berada di Kabupaten 

Jember, selain itu memiliki anggota yang bergabung di dalam yayasan tersebut 

dengan mencapai lebih dari ratusan penyandang disabilitas khususnya 

disabilitas yang sudah berkeluarga, dari berbagai wilayah di Kecamatan yang 

berada di Kabupaten Jember. 

 Lokasi pada penelitian ini dipilih karna berdasarkan: 

1. Yayasan tersebut memiliki anggota aktif lebih ratusan bahkan ribuan 

disabilitas yang sudah bergabung, dan setiap kecamatan itu memiliki 

korcam atau koornidator disabilitas di Kabupaten Jember. 
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2. Banyaknya disabilitas yang sudah membentuk keluarga atau yang sudah 

menikah yang bergabung di yayasan tersebut. 

3. Yayasan yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan kebutuhan para 

disabilitas, sihingga jelas untuk kepentingan para disabilitas. 

C. Subjek Penelitian  

Menurut Tatang M Amirin, subjek penelitian ialah sumber tempat 

memperoleh keterangan keterangan penelitian atau juga bisa di maknai 

sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya dengan memperoleh 

keterangan.
59

 Peneliti menggunakan informan pada subjek penelitian dengan 

teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi sebagai salah satu tujuan 

peneliti untuk menggali sumber-sumber penelitian, sehingga mendapatkan 

informasi yang aktual dan juga akurat sesuai dengan apa yang peneliti 

harapkan, dimana yang akan menjadi informan pada penggalian data 

penelitian ini adalah suami penyamdang disabilitas fisik, dikarnakan dengan 

melihat banyaknya disabilitas fisik yang sudah membentuk keluarga atau 

sudah menikah yang bergabung di yayasan dan betapa berpengaruhnya pada 

bagian fungsi tubuh apabila berinteraksi dengan benda atau lainnya, seperti 

beban berat atau pekerjaan yang memang tidak bisa dijangkau oleh 

penyandang disabilitas fisik, disisi lain penyandang disabilitas fisik ini juga 

mengalami ketidakmampuan untuk menggunakan tubuhnya, misalnya kaki, 

lengan atau juga anggota badan lainnya yang memiliki cacat fisiknya. 
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Maka peneliti akan menjelaskan subjek yang di gali data-data dan 

alamat masing-masing keluarga sebagai berikut: 

1. Bapak Zaenuri selaku kepala Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas 

dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember. 

2. Bapak Antok dan Ibu Kunainah, Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten 

Jember. 

3. Bapak Ma’is dan Ibu Lailil, Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang 

Kabupaten Jember. 

4. Bapak Ferry dan Ibu Indah, Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang 

Kabupaten Jember. 

5. Bapak Haris dan Ibu Wakik, Desa Jubung Kecamatan Sukorambi 

Kabupaten Jember. 

6. Bapak Sutopo dan Ibu Sumiatun, Kelurahan Tegal Gede Kecamatan 

Sumbersari Kabupaten Jember. 

7. Bapak Subhan dan Ibu Silvi, Desa Manggisan Kecamatan Tanggul 

Kabupaten Jember. 

Oleh karna itu subjek penelitian yang difokuskan kepada suami 

disabilitas fisik nantinya juga akan menjawab stigma masyarakat, bahwa 

suami disabilitas fisik ini sebenarnya sama dengan suami-suami lainnya, 

hanya saja semangat yang dilakukan suami disabilitas fisik itu jauh lebih baik 

dari suami non disabilitas, karna dengan keterbatasan fisiknya mereka tetap 

tidak ingin beda dengan non disabilitas dan mencoba membuktikan bahwa 

disabilitas juga mampu dan layak dalam memenuhi kebutuhan keluarganya 
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termasuk menanggung nafkah keluarga, dengan fokus pada suami penyandang 

disabilitas diatas, maka dengan ini peneliti akan dapat dengan mudah 

menggali data-data, sehingga memperoleh hasil penelitian yang akurat seperti 

yang diharapkan oleh peneliti nantinya. 

D. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber data atau objek penelitian melalui pengamatan dan juga analisis 

terhadap beberapa penelitian, disisi lain juga sumber data primer tergolong 

dalam pelaku utama atau orang asli yang dijadikan penelitian, data primer 

diambil dari bahan primer seperti dalam penulisan, dan juga seperti hasil 

wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi, dimana peneliti menggali 

sumber data primer dari objek langsung, dan didukung dengan data primer 

lainnya seperti fiqih penguatan penyandang disabilitas atau dikenal dengan 

fiqih disabilitas. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dapat diartikan sebagai informasi yang 

diperoleh dari sumber bacaan yang relevan sesuai dengan fokus subjek 

penelitian. Sumber data yang dimaksud seperti buku, jurnal, skripsi, 

makalah, tesis, disertasi dan peraturan perundang undangan yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian dan dapat mendukung dari sumber primer. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada umumnya teknik pengumpulan data pada penelitian hukum 

adalah dokumentasi, wawancara (interview), dan pengamatan (observasi)  

dalam pengumpulan data.
60

 Maka penelitian disini menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan tiga cara yaitu diantaranya: 

1. Observasi 

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan oleh seseorang untuk mengamati suatu peristiwa atau fenomena 

yang sedang terjadi. Maka observasi ini akan melibatkan interaksi seorang 

peneliti dalam mengamati kehidupan sehari-hari suatu kelompok atau 

peristiwa yang diamati, dan tahapan awal observasi ini dilakukan secara 

umum oleh peneliti dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang 

sebanyak banyaknya, kemudian untuk tahap berikutnya maka dilakukan 

secara teliti dan melakukan observasi secara fokus dan akurat. 

Dalam teknik observasi ini, peneliti mengamati secara langsung 

bagaimana sikap dan pengalaman suami penyandang disabilitas untuk 

pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi. Disisi lain peneliti juga 

melakukan observasi tujuannya untuk mendapatkan secara langsung data-

data yang ingin didapatkan kepada suami penyandang disabilitas dalam hal 

pemenuhan kewajibannya terhadap keluarga, sehingga apa yang peneliti 

kumpulkan seperti data-data yang dikumpulkan itu akan valid tanpa 

adanya hal-hal yang merusak keabsahan data. 
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2. Wawancara  

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data berikutnya yang 

digunakan oleh peneliti untuk mencari data primer, teknik dalam 

wawancara penelitian ini menggunakan wawancara terpusat (focused 

interviews) dengan membutuhkan suatu proses tanya jawab tatap muka 

antara peneliti dengan informan atau orang yang diteliti, dengan tujuan 

mendapatkan informasi yang diharapkan peneliti sehingga durasi dan 

wawancara perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Wawancara 

dilakukan melalui tanya jawab diharapkan akan mendapatkan data yang 

tidak palsu atau mendapatkan data yang akurat, peneliti terlebih dahulu 

mendesain atau menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan dengan baik 

sebelum melakukan wawancara.
61

 

Dalam wawancara ini peneliti ingin mendapatkan data sesuai 

dengan fenomena yang sedang terjadi kepada suami yang bergabung di 

Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi 

(Perpenca) Kabupaten Jember, dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara kepada 6 kapala rumah tangga penyandang disabilitas dan 

kepada pihak terkait dan wawancara kepada kepala yayasan selaku pendiri 

dan sekaligus mengurus yayasan tersebut diatas. 
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3. Dokumentasi  

Menurut Sugiyono dokumen adalah peristiwa yang sudah berlalu 

yang mana dokumen ini dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya 

monumental dari seseorang.
62

 Dokumentasi dalam bentuk tulisan ialah 

suatu metode pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang 

sudah ada dilapangan dan juga seperti dokumentasi yang dilakukan dengan 

cara mencatat para suami penyandang disabilitas di Yayasan Persatuan 

Penyadang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) yang terletak di 

tengah tengah Kota Jember. 

F. Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap Analisis data merupakan tahap 

mengumpulkan dan menyusun dengan sistematis data yang diperoleh melalui 

wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi baik dalam bentuk tulisan 

maupun rekaman audio visual dengan cara mengidentifikasi dan memilih data 

yang penting, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti 

maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif memiliki tiga tahap yaitu diantaranya: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilah hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema dan 

polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas 

dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Biasanya dengan 
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reduksi atau membuang hal-hal yang tidak perlu dari data-data yang 

didapatkan dilapangan maka akan lebih memudahkan peneliti dalam 

mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Tahap penyajian data adalah sekumpulan informasi yang mana akan 

dapat menyelesaikan dengan cara menarik kesimpulan, dalam penelitian 

kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian dan bagan. Dengan ini 

memudahkan peneliti untuk memahami permasalahan yang sedang 

diteliti, sehingga data tidak lagi berupa data mentah akan tetapi berupa 

data yang jelas dan sesuai dengan informan. 

3. Kesimpulan 

Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data, dimana 

kesimpulan pada tahap ini peneliti akan mencari dan menggali makna dari 

data yang sudah terkumpulkam dan dipisahkan sebelumnya, setelah itu 

maka peneliti akan menarik kesimpulan pada setiap kelompok untuk 

kemudian akan dicocokkan dengan teori yang ada.  

G. Keabsahan Data  

Keabsahan data yang dilakukan untuk memberikan bukti hasil 

penelitian dan juga keakuratan data, maka dalam penelitian ini memakai 

teknik triangulasi yang mana merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau menjadi pembanding terhadap data lain. Triangulasi dapat 

diartikan sebagai pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara 
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diberbagai waktu.
63

 Jadi kemudian setelah itu maka penelitian ini  

menggunakan triangulasi sumber dimana pengujian kredibilitas dilakukan 

pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber yang ada,  dengan 

begitu keabsahan data yang diteliti oleh peneliti bersifat valid. 

H. Tahap-Tahap Penelitian  

Tahapan peneliti sebelum melakukan penelitian, itu memiliki tahapan 

yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Pengerjaan  

Menyusun rancangan penelitian yang mencangkup judul, latar 

belakang, fokus penelitian dan tujuan penelitian. Selanjutnya melakukan 

konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian terhadap langkah 

selanjutnya. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Memilih dan juga menentukan dalam tahap penelitian ini peneliti 

terjun langsung kelapangan untuk mencari dan memahami fenomena yang 

terjadi dengan cara mengumpulkan data data yang diperlukan, penelitian 

ini juga melakukan tahap mewawancarai para suami penyandang 

disabilitas yang bergabung di yayasan tersebut. Maka hal ini juga sesuai 

dengan penelitian kualitatf dengan menggunakan penelitian hukum 

empiris (empirical legal resecrh) dimana peneliti harus terjun langsung di 

Yayasan (PERPENCA) Kabupaten Jember, dengan mengumpulkan data 

secara langsung. 
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3. Tahap Analisis Data 

Melakukan analisis data dan menyusun kerangka laporan hasil 

analisis dan sebagainya, dalam hal ini tahap analisis data. Tahapan ini 

bertujuan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dan menyajikan 

dalam laporan: 

a.  Pengolahan dan analisis data: Mengelola data dengan teknik statistik 

atau interpretasi tematik sesuai jenis penelitian. 

b.  Interpretasi hasil: Menjelaskan temuan penelitian dalam konteks 

teori, literatur, dan tujuan penelitian. 

c.  Penyusunan laporan: Menyusun semua hasil laporan penelitian 

sesuai dengan format yang ada seperti (artikel ilmiah, laporan teknis.) 

dan menyertakan kesimpulan dan hasl dari penelitian. 

d.  Publikasi: Membagikan hasil penelitian kepada pihak yang relevan, 

seperti melalui jurnal ilmiah, atau media lainnya. 

4. Tahap Penyelesaian 

Tahap penyelesaian ini merupakan tahapan akhir dari penelitian data 

yang sudah dikumpulkan dan disusun dalam bentuk penulisan laporan 

penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan segala pengecekan ulang agar 

tidak terjadi berbagai kesalahan data dalam penyusunan penelitian ini, 

penulisan laporan yang mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Karya 

Ilmiah yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi 

(PERPENCA)  

Ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memberi 

kerangka acuan global bahwa dimana “Tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Makna yang 

terkandung di dalamnya mengandung arti bahwa tidak ada perbedaan dan 

pembedaan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan 

penghidupan, baik warga masyarakat umum maupun warga masyarakat 

penyandang cacat. Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 1997 pasal 6 

ayat 2 disebutkan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh 

pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat 

kecacatan, pendidikan dan kemampuannya. Dalam penjelasan pasal 14 

Undang-Undang No 4 Tahun 1997 juga disebutkan bahwa perusahaan 

harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1(satu) orang penyandang 

cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang 

bersangkutan untuk setiap 100 orang karyawan. Peraturan Pemerintah No 

43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial 

Penyandang Cacat juga mengatur mengenai hal tersebut. 

Secara hukum internasional negara memiliki 3 (tiga) kewajiban 

pokok dalam pemenuhan hak asasi warga negaranya, yaitu menghormati 
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(to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to faithful) hak asasi 

warganya. Sebagai bagian dari komponen bangsa, penyandang cacat masih 

sering mengalami ketidakadilan dan kemungkinan ketidak pedulian 

terhadap nasib penyandang cacat, antara lain terwujud dari: 

a. Kurangnya jaminan kesehatan, seperti kurang terjangkaunya biaya 

pelayanan dan alat-alat kesehatan serta alat bantu kecacatan bagi 

masyarakat penyandang cacat. 

b. Fasilitas umum yang sebagian besar masih banyak dan tidak 

menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat. 

c. Fasilitas dan akses pendidikan yang kurang memihak bagi 

penyandang cacat, terlihat dari masih banyaknya penyandang cacat 

yang sulit diterima di sekolah-sekolah umum, kecuali dengan 

rekomendasi-rekomendasi tertentu dan kecilnya anggaran bagi 

pendidikan luar biasa sehingga biaya pendidikan tersebut sulit 

terjangkau oleh masyarakat penyandang cacat yang sebagian besar 

adalah masyarakat miskin. 

d. Di bidang politik, Undang-Undang tentang Pemilu dan Undang-

Undang tentang susunan dan kedudukan DPR tidak mengakomodir 

kondisi penyandang cacat dengan adanya pasal yang mensyaratkan 

cakap bicara, membaca, menulis dalam bahasa Indonesia dimana hal 

itu menyinggung kondisi penyandang cacat. 
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e. Di bidang pekerjaan, sebagian besar perusahaan belum melaksanakan 

peraturan untuk mempekerjakan 1 (satu) orang penyandang cacat 

untuk setiap perusahaan yang memiliki minimal 100 orang karyawan. 

Atas dasar bahwa tiap-tiap warga negara berhak menikmati hasil-

hasil pembangunan serta ikut berperan aktif dalam proses pembangunan, 

maka para penyandang cacat yang ada di Kabupaten Jember bersepakat 

untuk menggabungkan diri dalam suatu wadah dengan tujuan untuk 

mengusahakan penyelesaian masalah yang dihadapinya bersama-sama 

pemerintah dan masyarakat dengan nama Perpenca (Persatuan 

Penyandang Cacat) Jember dan sekarang dirubah dengan nama (Persatuan 

Penyandang Disabilitas dan Center Advokai) Perpenca Kabupaten 

Jember. 

2. Sejarah Singkat Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan 

Center Advokasi (PERPENCA) 

Terdorong kebutuhan dari para penyandang cacat di Kabupaten 

Jember akan suatu wadah untuk dapat menyelesaikan masalah yang 

dihadapi, mengaktualisasikan diri agar mendapatkan pengakuan akan 

keberadaannya dan upaya solidaritas sebagai sesama penyandang cacat, 

serta keinginan untuk mempererat silaturahim antar penyandang cacat se-

Kabupaten Jember, maka dengan ini, setelah dilakukan beberapa kali 

musyawarah bersama para disabilitas serta dialog dan konsultasi dengan 

berbagai pihak termasuk Dinas Sosial hingga akhirnya pada tanggal 9 Juli 

2003 disepakati untuk membentuk organisasi yang kemudian diberi nama 
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Persatuan Penyandang Cacat Jember, disingkat Perpenca Jember di LBK 

Kaliwates Jember.  

Pembentukan Perpenca ini difasilitasi oleh Dinas Sosial dan 

disaksikan oleh petugas dari Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan 

Dinas Sosial sendiri serta dihadiri oleh tidak kurang dari 50 orang 

penyandang cacat, dari berbagai jenis kecacatan yaitu cacat tubuh (tuna 

daksa), cacat mata (tuna netra), cacat tuli bisu (tuna rungu wicara) dan 

cacat mental (tuna grahita) serta dari berbagai latar belakang pendidikan. 

Adanya kemungkinan tidak tersebarnya informasi secara efektif tentang 

program-program yang terkait dengan pemberdayaan penyandang cacat 

dari instansi terkait kepada penyandang cacat, juga merupakan latar 

belakang dari pembentukan organisasi ini.
64

 

3. VISI Lembaga 

Tercapainya: 

a. Kesetaraan 

b. Pemberdayaan 

c. Kemandirian; dan 

d. Kesejahteraan; bagi penyandang cacat baik untuk diri sendiri maupun 

sesama. 
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4. MISI Lembaga 

Mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran 

penyandang cacat di masyarakat dengan sarana dan upaya yang memadai, 

terpadu dan berkesinambungan. 

5. LOGO Perpenca 

 

Gambar 4.1 

6. Susunan Struktur Pengurus PERPENCA 

Tabel 4.1 

Struktur Kepengurusan Perpenca 

JABATAN PENGURUS NAMA PENGURUS 

Ketua Moh. Zaenuri Rofi’i, SE, S.Pd 

Wakil Ketua Didik Hartono 

Sekertaris I Ari Handoko 

Sekertaris II Mulyadi 

Bendahara I Ahmad Yasin, ST 

Bendahara II Vian Imuniatun 

 

Seksi-Seksi Kepengurusan: 

1. Seksi Alat-Alat Bantu  : Muaral Amir Hamzah 

2. Seksi Pelatihan Keterampilan  : Moh. Efendi, ST 

3. Seksi Koperasi    : Eko Pemali, SP 

4. Seksi Olahraga    : Basori 

5. Seksi Kekelurargaan   : Sri Dafir, Siti Khuzaimah 
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6. Seksi Informasi dan Komunikasi 

a) Teguh Hidayatur Rahman (Tuna Rungu) 

b) Muaral Amir Hamzah (Tuna Daksa) 

c) Dinka Yuliani (Tuna Netra) 

Perwakilan Kecamatan 

1. Kecamatan Ajung  : Muaral Amir Hamzah 

2. Kecamatan Kaliwates  : Ali 

3. Kecamatan Sukorambi  : Moh. Haris Syamsul Hadi 

4. Kecamatan Patrang  : Paijo 

5. Kecamatan Arjasa  : Ahmad 

6. Kecamatan Ambulu  : Agus Sobirin 

7. Kecamatan Jenggawah  : Daffir 

8. Kecamatan Mumbulsari  : Ali 

9. Kecamatan Kencong  : Amar 

10. Kecamatan Puger   : Cipto Perturi 

11. Kecamatan Panti   : Kunainah 

12. Kecamatan Pakusari  : Juhaeri 

13. Kecamatan Tanggul  : Faisol 

7. Tujuan Lembaga 

a. Sebagai suatu sarana untuk menjembatani antara pemerintah dengan 

penyandang disabilitas, begitu juga sebaliknya. 

b. Mempersatukan penyandang cacat se Kabupaten Jember. 
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c. Sebagai forum komunikasi dan silaturahmi para penyandang cacat se 

Kabupaten Jember. 

8. Kegiatan Lembaga  

a. Pertemuan 3 bulanan, membahas dan mendiskusikan terkait tentang 

permasalahan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas. 

b. Pertemuan tahunan, merupakan rapat kerja sekaligus halal bihalal 

penyandang disabilitas se Kabupaten Jember. 

c. Bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan 

Tranmigrasi mengadakan pelatihan usaha mandiri produktif bagi 

penyandang disabilitas. 

d. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan gerak jalan Tajemtra. 

e. Memfasilitasi pengiriman penyandang cacat untuk mengikuti Pelatihan 

Ketrampilan selama 1 tahun di Panti Rehabilitasi Sosial Bina Daksa 

(PRSBD) Bangil, Surabaya, Malang, dan Cibinong. 

f. Kegiatan kegiatan harian disabilitas sesuai dengan alurnya masing 

masing, seperti kegiatan kumpulan harian atau arisan yang kadang 

dilaksanakan seminggu sekali dan masih banyak lagi kegiatan yang 

dilakukan oleh penyandang disabilitas ini.  

  



 

 

61 

9. Potensi Keterampilan Penyandang Disabilitas  

a. Keterampilan Jahit  

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

b. Keterampilan Sablon 

 

 

 

 

 

                     Gambar 4.3 

c. Keterampilan Service Elektro 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 4 
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d. Keterampilan Pijat 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

10. Jumlah Penyandang Disabilias di Yayasan Persatuan Penyandang 

Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) 

Dalam hasil wawancara kepada ketua yayasan tersebut diatas, yaitu 

jumlah asli para penyandang disabilitas yang bergabung di Yayasan 

Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) 

Kabupaten Jember, terdapat lebih dari seribu anggota yang bergabung, 

termasuk mereka disabilitas yang sudah berkeluarga. Dari banyaknya para 

penyandang disabilitas dari berbagai Kecamatan, maka setiap Kecamatan 

itu dibagi masing-masing para Koordinator Kecamatan, sehingga 

menemukan data para disabilitas yang bergabung pada yayasan tersebut 

diantaranya: 

Tabel 4.2 

Data Penyandang Disabilitas (Perpenca) 

   

No  Kecamatan Jumlah No Kecamatan Jumlah 

1. Kaliwates 435 17 Sukorambi 221 

2. Sumbersari 198 18 Ajung 260 

3. Patrang 270 19. Jenggawah 339 

4. Arjasa 225 20. Tanggul 296 

5. Jelbuk 180 21. Semboro 265 

6. Pakusari 146 22. Sumberbaru 209 
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7. Sukowono 97 23. Bangsalsari 177 

8. Kalisat 89 24. Kencong 150 

9. Ledokombo 70 25. Jombang 305 

10. Sumberjambe 174 26. Umbulsari 203 

11. Mayang 120 27. Gumukmas 124 

12. Silo 132 28. Puger 92 

13. Mumbulsari 150 29. Balung 227 

14. Tempurejo 205 30. Wuluhan 201 

15. Rambipuji 162 31. Ambulu 345 

16 Panti 145    

 Jumlah 

keseluruhan 

6.050 

orang 

disabilitas 

   

Sumber: hasil dari olah data penelitian. 

 

Banyaknya para disabilitas yang terpencar di berbagai Kecamatan di 

Kabupaten Jember yang tidak menutup kemungkinan bagi kepala yayayan 

dalam melakukan pendataan serta sosialisasi terkait kegiatan-kegiatan. 

Maka dibentuklah Koordinator dari setiap Kecamatan demi memudahkan 

para penyandang disabilitas untuk komunikasi antara sesama maupun 

lainnya, sehingga dibentuklah beberapa grub khusus berupa grub 

Whatshaap untuk para Koordinator Kecamatan serta penyandang 

disabilitas dalam melakukan komunikasi antar sesama.  

 

Gambar 4.6 
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B. Penyajian Data 

1. Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas di Yayasan 

Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) 

Kabupaten Jember 

Peneilitian ini terdiri dari beberapa suami penyandang disabilitas, 

diantaranya dari keluarga bapak Mais, bapak Antok, bapak Haris, bapak 

Sutopo, bapak Feryy, dan bapak Subhan, dimana dengan menggali 

informasi tentang bagaimana pemenuhan kewajiban suami penyandang 

disabilitas terhadap keluarganya, selain menggali tentang itu, peneliti juga 

menggali tentang riwayat hidup keluarga para penyandang disabilitas, 

yang akan disajikan sebagai berikut: 

Keluarga Bapak Mais dan Ibu Lailil adalah pasangan suami istri 

yang telah melangsungkan pernikahan sejak tahun 2016 kisaran 9 tahunan 

dalam membangun rumah tangga bersama, ibu Lailil tidak memiliki 

keterbatasan fisik sedangkan bapak Mais sendiri memiliki keterbatasan 

pada fisiknya, pernikahan mereka dikaruniai tiga orang anak yang masih 

dibawah umur, bapak Mais sehari-harinya bekerja sebagai salah satu 

dosen di kampus ternama yang berada di Kabupaten Jember. Bapak Mais 

dengan kondisi fisik yang dimilikinya yaitu pada kakinya yang sedikit 

menghambat dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, tetapi tidak 

mempengaruhi semangatnya dalam menjalankan profesi sebagai dosen. 
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Pasangan suami istri ini tinggal di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang 

Kabupaten Jember.
65

 

Bapak Antok dan Ibu Kunainiah adalah pasangan suami istri yang 

sudah membangun rumah tangga sejak tahun 2010 sekitar kurang lebih 15 

tahunan usia pernikahan mereka, dan dikaruniai dua putri diantaranya 

pertama umur 12 tahun dan kedua umur 8 tahun. Ibu Kunainah sama 

seperti bapak Antok yang memiliki keterbatasan fisik sejak lahir, ibu 

Kunainah sebagai ibu rumah tangga sedangkan bapak Antok bekerja 

sebagai guru disalah satu Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan 

Kaliwates Kabupaten Jember. Pasangan suami istri ini sekarang bertempat 

tinggal di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
66

 

Pasangan dari bapak Ferry dan ibu Indah adalah pasangan yang 

sudah membangun kehidupan berumah tangga sejak tahun 2009 atau 

kurang lebih 16 tahun menjalani kehidupan berumah tangga, mereka 

dikaruniai tiga orang anak, ibu indah sejak menikah tidak memiliki 

keterbatasan apapun sedangkan bapak Feryy memiliki keterbatasan fisik 

sejak umur 26 tahun akibat dari kecelakan, sehingga bapak Ferry 

mengalami patah kaki sebelum beliua menikah dengan ibu Indah, bapak 

ferry yang sekarang bekerja sebagai tukang pembuat kaki palsu 

dirumahnya, tidak sedikitpun merasa kesulitan dalam menjalani 
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 Ma’is, diwawancarai oleh Penulis, di Jember, 9 Januari 2025 
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 Antok, diwawancarai oleh Penulis, di Jember, 10 Januari 2025. 
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pekerjaannya. Pasangan suami istri ini bertempat tinggal di Kelurahan 

Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
67

 

Bapak Haris dan Ibu Wakik adalah pasangan suami istri yang telah 

menikah sejak tahun 2010 sekitar kurang lebih 15 tahun menjalani 

kehidupan rumah tangganya dan dikaruniai dua orang anak. Bapak Haris 

sendiri memiliki keterbatasan fisik pada kaki nya yang sedikit 

mempengaruhi pada aktivitas sehari-harinya, sedangkan ibu wakik tidak 

memiliki keterbatasan pada fisiknya. Bapak Haris bekerja sebagai guru di 

SLB-BCD-YPAC Kaliwates  Kabupaten Jember, pasangan suami istri ini 

bertempat tinggal di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten 

Jember.
68

 

Bapak Sutopo dan Ibu Sumiatun adalah pasangan yang baru 

menikah sejak tahun 2024 dimana pasangan ini adalah duda dan janda 

yang sam-sama pernah menikah, pernikahan keduanya ini sudah berjalan 

1 tahun lebih dan sama sama membawa putra-putri dari suami istri 

sebelumnya, yang berjumlah sekitar 5 orang putra putri, 2 anak dari dari 

bapak Sutopo dan 3 dari Ibu Sumiatun, pasangan suami istri ini 

mengalami keterbatasan fisik yang sama sejak mereka lahir atau bawaan 

dari lahir, bapak sutopo yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang bordir 

yang dibantu oleh istrinya yang membuka usaha di rumahnya sendiri, 
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 Ferry, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 14 Januari 2025. 
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 Haris, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Januari 2025. 
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mereka bertempat tinggal di Perumahan Kaliurang Kelurahan Tegal Gede 

Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.
69

 

Kemudian keluarga dari Bapak Subhan dan Ibu Silvi keduannya 

menikah sejak tahun 2021 masih berjalan 4 tahun berumah tangga, dan 

masih belum mempunyai keturunan, bapak Subhan menikahi seorang 

janda anak 1 yang sekarang anaknya sudah berkeluarga dan mempunyai 

cucu, bapak Subhan sendiri memiliki keterbatasan fisik atau disebut 

disabilitas sejak beliau lahir, sedangkan istrinya itu tidak memiliki 

keterbatasan apapun atau tidak disebut penyandang disabilitas, bapak 

Subhan sehari-harinya sebagai tak’mir masjid dan juga sebagai guru ngaji 

di desanya sedangkan istrinya mempunyai usaha makanan ringan 

(Rengginang) produksinya di rumahnya sendiri bersama dengan suaminya 

yaitu bapak Subhan, keduanya bertempat tinggal di Desa Manggisan 

Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
70

 

Para suami yang memiliki keterbatasan fisik akan lebih besar 

semangatnya dalam memenuhi kewajiban nafkah keluarga, dikarnakan 

dengan semangat yang dimiliki oleh suami disabilitas, akan setara bahkan 

sampai melebihi para suami-suami lainnya yang non disabilitas dalam 

pemenuhan nafkah bagi keluarganya, stigma masyarakat tentang suami 

disabilitas yang sering dianggap tidak mampu dalam mencukupi 
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 Sutopo, diwawancarai oleh Penulis, di Jember, 15 Januari 2025. 
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 Subhan, diwawancarai oleh Penulis, di Jember, 20 Desember 2024. 
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kebutuhan keluarganya, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan sehari hari 

seperti belanja dan lain semacamnya.
71

 

Seperti yang dikatakan oleh salah satu suami disabilitas yang 

bergabung di yayasan perpenca diatas, pada saat diwawancarai: 

“...dengan keterbatasan fisik kami ini dek, dalam berumah tangga 

sebenarnya dalam pemenuhan kewajiban terhadap keluarga itu sama 

saja seperti layaknya suami pada umumnya, namun kadang masih 

banyak masyarakat sekitar yang memiliki pandangan bahwa suami 

disabilitas itu tidak bisa memenuhi nafkah keluarganya, hanya karna 

kami mempunyai keterbatasan fisik seperti ini.
72

...” 

Bahkan ditegaskan lagi oleh bapak Ma’is pada saat diwawancarai 

oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut: 

“....keterbatasan fisik memang sedikit mempengaruhi aktivitas 

sehari-hari kami dek, tapi dengan keadaan seperti ini kami tidak 

pernah memiliki rasa putus asa dalam menjalani kehidupan bahkan 

mencukupi kebutuhan keluarga, walaupun masih ada masyarakat 

sekitar yang mempunyai persepsi bahwa kami tidak akan mampu 

dalam menanggung kebutuhan keluarga, tapi nyatanya kami 

mampu, bahkan saya sendiri mengajar di salah satu universitas dan 

setara dengan orang lainnya.


..” 

Dalam melangsungkan pernikahan para penyandang disabilitas 

tentunya sama dengan manusia lainnya didalam memiliki berbagai macam 

kewajiban-kewajiban, khususnya para suami selaku kepala keluarga yang 

memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya berupa nafkah lahir 

maupun nafkah bathin dan menyediakan tempat tinggal serta mendidik 

istri dan anak-anaknya, dimana disini peneliti akan menyajikan data yang 

diperoleh dari para suami yang bergabung di Yayasan Persatuan 
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 Picy Lestari, “pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas intelektual 

(tunagrahita) dalam membentuk keluarga sakinah” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021). 
72

 Ferry diwawancarai oleh penulis, di Jember, 10 Januari 2025. 
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 Mais diwawancarai oleh penulis, di Jember, 12 Januari 2025. 
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Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten 

Jember dalam memenuhi kewajiban terhadap keluarganya, diantaranya 

sebagai berikut: 

Menurut bapak Antok dalam wawancaranya; 

“kalok ditanyak terkait nafkah itu pasti berhubungan dengan 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga ya, jadi ketika saya 

memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti uang belanja itu dengan 

kerja serabutan semampu saya, walaupun saya mengajar jadi guru 

tapi belum cukup untuk kebutuhan sehari hari dikarnakan masih 

menjadi guru honorer mas, jadi saya bersama istri itu membuka 

usaha bareng dirumah seperti pembuatan kue-kue kering mas, 

sehingga kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi dengan baik.”
73

 

 

Bahkan ada juga salah satu suami penyandang disabilitas pada saat 

diwawancarai mengenai pemenuhan kewajibannya terhadap keluarganya 

khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan 

lainnya itu hampir tidak ada sama sekali masalah dalam mencukupi 

kebutuhan keluarganya dengan profesinya sekarang, seperti yang di 

katakan oleh bapak Ma’is sebagai berikut: 

“untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makan dan 

kebutuhan lainnya itu masih bisa saya cukupi mas, tidak ada 

masalah apapun dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, apalagi 

uang belanja setiap hari saya kasih mas”
74

 

 

Untuk pemenuhan kewajiban suami dalam nafkah lahir, itu 

cenderung para suami penyandang disabilitas yang di wawancarai dapat 

terpenuhi, walaupun ada beberapa yang dalam pemenuhan kebutan sehari-

hari seperti uang belanja dan lainnya itu masih berjuang bersama istrinya 
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 Antok, diwawancarai oleh Penulis, di Jember, 10 Januari 2025. 
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 Ma’is, diwawancarai oleh Penulis, di Jember, 9 Januari 2025 
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dalam bentuk membuka usaha bersama-sama, sehingga kebutuhan 

keluarganya dapat tercukupi sesuai kemampuan yang mereka miliki.  

Selanjutnya dalam pemenuhan nafkah bathin, dimana pemenuhan 

suami terhadap istri berupa keperluan nafsu dengan istinta’ yaitu 

(hubungan suami istri), akan tetapi kadar yang diberikan itu tidak 

ditetapkan secara jelas oleh hukum islam, namun suami perlu menyadari  

bahwa antara perkara yang menjadi tanggung jawabnya ialah memenuhi 

nafsu istri, begitu pula sebaliknya yaitu istri juga memiliki kewajiban 

dalam hal ini, maka keduanya itu memiliki kewajiban antara ini.  

Kegagalan memahami dalam memenuhi hubungan kelamin antara 

suami istri menjadikan salah-satu hilangnya keharmonisan rumah tangga, 

sehingga menyababkan perpecahan dalam rumah tangga.
75

 Sedangkan 

nafkah bathin ini memang sulit untuk disebutkan secara rinci dan jelas, 

hal ini dikarnakan nafkah bathin itu memiliki pandangan yang sangat luas 

kaitannya dalam kebutuhan rumah tangga, maka terkait hal ini banyak 

perbedaan pendapat dalam memberikan sebuah definisi tentang makna 

dari nafkah bathin.  

Pandangan dari para suami penyandang disabilitas mengenai nafkah 

bathin yang diuraikan dalam bentuk wawancara peneliti dengan informan, 

salah satunya ialah dari bapak Subhan yang mengatakan: 

“terkait nafkah bathin mas, itu bukan hanya soal hubungan intim 

saja antara suami istri, melainkan memberikan kasih sayang yang 

penuh, serta menjaga anggota keluarga sehingga tetap harmonis 
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 Muhammad bin Ahmad, Analisa Fiqih Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amami, 2002), 67. 
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mas, untuk saya sendiri dalam memenuhi nafkan bathin ini tidak ada 

halangan sama sekali mas”
76

 

 

Mengenai pemenuhan kewajiban para suami penyandang disabilitas 

yang diwawancarai itu sama sekali tidak ada halangan dalam 

memenuhinya, apalagi soal hubungan suami istri, banyak dari mereka 

sudah dikaruniai anak seorang anak bahkan lebih dari satu anak, dan 

pemberian kasih sayang, menjaga keharmonisan rumah tangga itu dapat 

dilakukan dengan baik tanpa ada halangan apapun. 

Suami wajib dalam melengkapi tempat tinggal sesuai dengan 

kemampuan suami serta disesuaikan dengan keadaan tempat tinggalnya, 

baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana sarana 

penunjang lainnya. Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat 

tinggal (nafkah lahir) memberikan makanan dan minuman sesuai dengan 

kemampuan  kepada keluarganya. 

Dalam pemenuhan tempat tinggal ini peneliti mewawancarai kedua 

pasangan suami istri mengenai kewajiban suami dalam memberikan 

tempat tinggal yang layak, seperti yang peneliti lakukan kepada salah satu 

suami penyandang disabilitas yang bergabung di Yayasan Persatuan 

Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten 

Jember. Diantaranya seperti penjelasan dari Ibu Silvi sebagai berikut: 

“ untuk tempat tinggal, kami rasa sangat layak dan cukup bahkan 

menurut saya sendiri ini sudah termasuk nyaman, saya ikut suami 

dek, jadi kebutuhan seperti tempat tinggal, peralatan rumah tangga 
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 Subhan, diwawancarai oleh Penulis, di Jember, 20 Desember 2024. 
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itu terpenuhi semuanya sesuai kemampuan suami, dan saya 

menerima apa adanya sesuai kemampuan suami dek
77

” 

 

Diantara pasangan suami istri tersebut ada beberapa suami yang ikut 

dengan istri dikarnakan kesepakatan bersama dan tidak ada masalah 

dalam pemenuhan tempat tinggal, dikarnakan kebutuhan perabotan rumah 

tangga itu ditanggung oleh suami sehingga dalam pemenuhan tempat 

tinggal ini dirasa baik baik saja dan diterima oleh sang istri sesuai 

kemampuan suami. 

Selanjutnya suami sebagai imam didalam kehidupan rumah tangga, 

wajib hukumnya untuk memberikan pendidikan, baik itu pendidikan 

agama dan sosial. Suami juga harus menjadi teladang yang baik bagi 

keluarga, dimana pendidikan agama untuk mencapai suatu kemaslahatan 

dalam rumah tangga sehingga dengan memperdalam ilmu agama, 

keluarga akan lebih tentram harmonis dan juga memperbaiki akhlak yang 

kurang baik dalam kehidupan sosial. 

Dalam hal ini, suami yang mempunyai kewajiban dalam mendidik 

keluarganya itu perlu dorongan yang serius seperti yang dilakukan oleh 

suami disabilitas terhadap keluarganya mengenai didikan yang diajarkan 

kepada istri dan anak-anaknya salah satunya seperti bapak Haris dalam 

penjelasannya: 

“mendidik istri dan anak memang tanggung jawab suami, maka 

dalam hal ini saya benar-benar mendidik anak dan istri saya setiap 

hari mas, seperti mengajarkan agama serta selalu mengajak keluarga 

saya untuk sholat berjamaah dalam sehari-harinya mas, bahkan 
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 Silvi, diwawancarai oleh Penulis, di Jember 20 Desember 2024. 
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setiap saya pulang ngajar saya selalu sempatkan waktu saya untuk 

mengantar anak saja ngaji mas”
78

 

 

Pemenuhan kewajiban suami dalam mendidik anak itu berbeda-

beda, ada yang mendidik langsung bahkan ada yang mendidiknya melalui 

pengajian dan memondokkan anak-anaknya sehingga dapat menimba 

ilmu agama serta ilmu pendidikannya, dalam hal ini semua suami 

disabilitas dapat memenuhi pendidikan agamanya terhadap keluarganya 

dengan berbagai cara yang mereka lakukan. 

2. Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Perspektif 

Hukum Islam 

Pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas di Yayasan 

Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) 

dengan Analisis Fiqih disabilitas yaitu seperti memberikan nafkah, baik 

nafkah lahir maupun nafkah bathin serta menyediakan tempat tinggal dan 

mencukupi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan keluarga 

penyandang disabilitas untuk menggali lebih mengenai pemenuhan 

kewajiban suami terhadap keluarganya, sehingga menemukan titik terang 

dalam permasalahan para suami disabilitas dalam membentuk keluarga 

yang bahagia tentram dan aman. Berikut adalah hasil dari wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan keluarga penyandang disabilitas mengenai 

pemenuhan suami terhadap keluarga: 
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 Haris, diwawancarai oleh penulis, di Jember, 14 Januari 2025. 



 

 

74 

Keluarga bapak Antok dan ibu Kunainah menjelaskan bagaimana 

awal-mula membangun rumah tangga, dan bapak Antok menjelaskan 

bagaimana kondisi perekonomian keluarga mereka sejak awal berumah 

tangga hingga saat ini, hingga pekerjaan yang dapat sedikit membantu 

mencukupi kebutuhan keluarga, baik itu keperluan rumah tangga maupun 

kebutuhan yang mendesak seperti biaya perobatan dan semacamnya, 

seperti yang dijelaskan oleh bapak Antok dibawah ini: 

“...awal mula membangun rumah tangga itu masih sama sekali tidak 

ada masalah apapun terkait kebutuhan sehari-hari seperti makan, 

tempat tinggal dan semacamnya dek, karna kami dulu memang 

sudah bekerja walaupun toh mengajar sebagai guru horoner 

disekolah dasar dengan gaji yang tidak seberapa, tapi dek semenjak 

kami mempunyai anak, tantangan dan semangat saya untuk mencari 

kerjaan itu lebih saya tingkatkan sehingga dengan mengajar saja itu 

tidak mencukupi kebutuhan keluarga, jadi kami bersama istri 

membuka usaha bersama seperti pembuatan kue-kue dengan niatan 

untuk menambah keuangan yang ada di rumah tangga kami, 

maklum guru honorer (gumamnya)...”
79

 

 

Ibu Kunainah juga menjelaskan mengenai kondisi suami dalam 

pemenuhan kewajibanya sebagai suami: 

“...klok saya dek, apa kata suami selagi sama sama ikhlas dan saya 

selalu bersyukur dengan apa yang telah diperoleh suami saya baik 

itu penghasilan kecil maupun besar, yang penting suami sudah 

melakukan dengan batas kemampuan yang dimilikinya dek...”
80

 

 

Keluarga dari bapak Ma’is juga memberikan keterangan terkait 

pemenuhan kewajiban suami dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga 

serta menerangkan pekerjaannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
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 Kunainah, diwawancarai oleh penulis, di Jember, 12 Januari 2025. 
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keluarganya, hal ini akan menimbulkan keharmonisan rumahtangga 

susuai dengan yang diharapkan: 

“...saya sebagai kepala keluarga mengerti betul dengan kebutuhan 

keluarga, maka saya selama berumahtangga tidak ada sama sekali 

hambatan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, intinya semua 

orang itu sama saja, bedanya hanya pada kemampuan dan kemauan 

untuk mencari solusi dalam memberikan yang terbaik bagi keluarga 

saya mas, saya sekarang berprofesi sebagai dosen di Universitas 

PGRI Argopuro Jember dan menjabat sebagai wakil rektor dengan 

hasil kerja keras dan perjuangan selama berumah tangga mas...”
81

 

 

Dalam upaya pemenuhan kewajiban suami disabilitas terhadap 

keluarga dijelaskan juga oleh bapak Feryy dalam hasil wawancaranya 

bersama peneliti diantaranya seperti yang dikatakan: 

“pekerjaaan yang tidak menentu kadang membuat perekonomian 

keluarga sedikit terpengaruh, akan tetapi semenjak saya menekuni 

pembuatan kaki palsu, maka sedikit memberikan pertumbuhan 

ekonomi keluarga saya mas, akan tetapi kadang saya juga 

mengikuti event-event perlombaan seperti mancing ikan yang 

dilakukan setiap seminggu sekali dan sebulan sekali dengan hadiah-

hadiah besar, yang dapat menghasilkan uang hingga jutaan per 

minggu ketika rezekinya, kadang bekerja serabutan seperti nge las 

pagar sekolah, rumah, serta apapun yang bisa saya lakukan, demi 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya mas...”
82

 

 

Dari wanwancara peneliti bersama bapak Sutopo mengenai 

pemenuhan kewajiban terhadap keluarga sebagai berikut: 

“...saya sendiri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, itu 

bekerja sebagai tukang sablon/bordir baju, dengan mempunyai dua 

karyawan di tempat sablon/bordir selain itu saya juga mengikuti 

UMKM Jember seperti berjualan Stand-stand dilapangan atau lebih 

tepatnya pedagang kaki lima, sehingga dalam memenuhi kebutuhan 

rumah tangga itu dapat terpenuhi sesusai dengan kemampuan dan 

penghasilan saya sehari-harinya dek...”
83
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Kewajiban suami penyandang disabilitas perspektif hukum islam 

dengan mengetahui suami disabilitas dalam memenuhi nafkah 

keluarganya dengan kondisi fisik yang dimilikinya, serta juga melihat 

ukuran dari nafkah itu sendiri menurut hukum islam dalam pemenuhan 

kebutuhan nafkah keluarga. Apakah stigma atau asumsi yang beredar 

dimasyarakat tentang suami penyandang disabilitas itu tidak akan mampu 

dalam memenuhi kebutuhan keluarganya ataukah sebaliknya, stigma atau 

asumsi tersebut akan dibantahkan dengan melihat hasil dari penelitian ini 

dengan menggabungkan antara hukum islam dan juga kenyataan yang 

berada dilapangan atau dikehidupan para suami penyandang disabilitas. 

Sudah menjadi pembahasan yang aktual dan lumrah bahwa 

menafkahi keluarga adalah hal yang wajib dilakukan oleh para kepala 

keluarga, akan tetapi menjadi pertimbangan ketika muncul pertanyaan 

seperti “Sampai batas apakah seorang suami penyandang disabilitas 

diwajibkan menanggung nafkah keluarganya?” 

Suatu perintah agama harus dilakukan hingga mencapai batas 

maksimal kemampuan orang yang mendapat perintah, seperti tanggung 

jawab dalam pemenuhan nafkah keluarga bagi kepala keluarga, apabila 

suami tidak mungkin lagi untuk melaksanakan perintah tersebut, dalam 

memenuhi nafkah, maka kewajiban tersebut dengan sendirinya telah 

gugur. Selanjutnya, islam menentukan kewajiban nafkah terhadap suami 
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yang tidak mampu itu menjadi tanggungan negara, apabila negara tidak 

mampu maka atas masyarakat yang kaya. 
84

 

Suami wajib melengkapi tempat tinggal sesuai kemampuan suami 

serta disesuaikan dengan keadaan tempat tinggalnya, baik berupa alat 

perlengkapan rumah tangga maupun sarana sarana penunjang lainnya. 

Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal (nafkah lahir) 

memberikan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuan  kepada 

keluarganya.  

Suami sebagai imam didalam kehidupan rumah tangga, wajib 

hukumnya untuk memberikan pendidikan, baik itu pendidikan agama dan 

sosial. Suami juga harus menjadi teladang yang baik bagi keluarga, 

dimana pendidikan agama untuk mencapai suatu kemaslahatan dalam 

rumah tangga sehingga dengan memperdalam ilmu agama, keluarga akan 

lebih tentram harmonis dan juga memperbaiki akhlak yang kurang baik 

dalam kehidupan sosial. 
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C. Pembahasan Temuan dan Analisis 

1. Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas di Yayasan 

Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) 

Kabupaten Jember 

a. Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Terhadap 

Keluarga dalam Memberikan Nafkah Lahir 

Pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas fisik 

terhadap keluarganya, dalam menanggung nafkah lahir dengan 

memenuhi kebutuhan seperti uang belanja, pakaian, dan makanan, juga 

kebutuhan sehari-hari, dimana mendapatkan temuan yang sesuai 

dengan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemenuhan 

nafkah lahir ini dilakukan oleh para suami penyandang disabilitas yang 

bergabung di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center 

Advokasi Kabupaten Jember.  

Seperti upaya yang dilakukan oleh bapak Mais, yang bekerja 

keras dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya dengan 

kondisi fisik yang dimilikinya, yaitu dengan menjadi dosen di salah 

satu Universitas yang ada di Kabupaten Jember, tentunya semangat 

yang dibuktikan oleh bapak Mais dalam melakukan pekerjaan atau 

profesinya, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dalam 

pemenuhan kebutuhan seperti makanan dan kebutuhan lainnya itu 
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tidak ada hambatan sama sekali dan dapat terpenuhi sesuai dengan 

batas kemampuan yang bapak Mais lakukan.
85

 

Bahkan sama seperti yang dilakukan oleh bapak Antok dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari makan, pakaian,kebutuhan lainnya 

dapat terpenuhi dengan kerja kerasnya, dengan pekerjaan yang 

ditekuni seperti membuka usaha bersama istrinya yaitu membuat kue 

jajanan oleh-oleh, bapak Antok juga mengajar di salah satu SDN yang 

berada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, bapak Antok 

bekerja keras sesuai dengan kemampuannya demi memenuhi kebuthan 

keluarganya.
86

 

Hal ini mereka lakukan demi terpenuhinya kewajiban suami 

dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga sesuai dengan 

ketentuan hukum islam, dimana suami sebagai kepala rumah tangga 

yang wajib dalam menanggung nafkah keluarganya, maka harus 

memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Upaya ini juga selaras 

dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqorah Ayat 233: 

لََّ وُسْعَهاَ   لمَْعْرُوْفِّْۗ لََ تكَََُّفُ نفَْسٌ اِّ زْقهُُنَّ وَكِّسْوَتُُُنَّ بِِّ  وَعلَََ المَْوْلوُْدِّ لََٗ رِّ

Artinya: Dan kewajiban para ayah memberi makan dan pakaian kepada 

para ibu dengan cara ma’ruf, seseorang tidak dibebani 

melainkan menurut kadar kesanggupannya.
87

 

 

Kewajiban memberi nafkah keluarga tetap melekat kepada 

kepala keluarga, walaupun suami tersebut seorang penyandang 
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disabilitas, sepanjang suami disabilitas memiliki kemampuan 

memberikan nafkah kepada keluarganya dengan penghasilannya. 

Kewajiban ini kadang cukup berat dilihat dari jenis disabilitas dan 

akses dalam lingkungan kerjanya, tak jarang kewajiban suami 

penyandang disabilitas tidak mampu dalam menangung nafkah 

keluarganya, sehingga masuk pada golongan tidak mampu (Mu’sir) 

Dalam kondisi ini, pihak yang wajib dalam menafkahi adalah kerabat, 

lalu negara (bait al-mall). Bila tidak ada, maka yang menangung 

adalah orang-orang muslim yang kaya (mayasir al-muslimin).
88

 

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, kepada para 

suami penyandang disabilitas di Yayasan Persatuan Penyandang 

Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember. Sudah 

memenuhi kadar pemberian nafkah sesuai teori, dimanaa suami cukup 

dalam hal menanggung kebutuhan keluarganya seperti uang belanja, 

kebutuhan sehari-hari, walaupun ada beberapa suami penyandang 

disabilitas dalam pemenuhan kebutuhan keluarga itu masih dibantu 

oleh dukungan keluarganya dengan membuka usaha bersama, seperti 

yang dijelaskan pada penyajian data diatas, akan tetapi tidak 

menghalangi suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah sehari harinya 

keluarganya sesuai kemampuan yang mereka miliki.  

Dari analisis peneliti dimana ternyata suami penyandang 

disabilitas mampu dalam menanggung nafkah keluarga dengan porsi 
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yang dimilikinya, dari (bapak Mais, bapak Antok, bapak Ferry, bapak 

Haris, bapak Sutopo, dan terakhir bapak Subhan), mereka dalam 

memenuhi nafkah keluarganya tidak ada yang tergolong pada katagori 

Mu’sir (tidak mampu) maksudnya ialah pemasukannya kurang dari 

pada pengeluarannya, dimana ketika suami tergolong pada Mu’sir 

tersebut maka yang akan menanggung nafkah adalah kerabat dekat, 

apabila tidak ada maka negara, dan apabila juga tidak ada maka 

dengan bantuan dari orang  kaya yang berada disekitarnya, akan tetapi 

dari hasil penelitian diatas, suami yang bergabung di yayasan tersebut 

dapat memenuhi kewajibannya dalam memenuhi nafkah keluarga 

sesuai kemampuan yang dimilikinya. 

b. Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Terhadap 

Keluarga dalam Memberikan Nafkah Bathin 

Menurut hasil dari peneilitian yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap suami penyandang disabilitas di Yayasan Persatuan 

Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi Kabupaten Jember 

diantaranya yaitu: 

Keluarga bapak Ma’is dalam upaya memenuhi nafkah bathin 

seperti pemenuhan kebutuhan psikologis, memberikan kebahagiaan 

dan rasa sayang terhadap keluarga, dan mendidik istri dan anak-

anaknya baik tauhid, ahklak dan agamanya itu terlaksana dengan 

beliau memberikan kesempatan istri dalam menuntut ilmu walaupun 

beliau tidak pernah telat dalam mendidik istri dan juga memberikan 
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kebahagian kepada anak-anaknya dengan cara beliau berinteraksi 

sehari-hari dengan anak dan juga istrinya, sehingga pemenuhan nafkah 

bathin ini tidak ada hambatan apapun dan tidak ada masalah dalam 

upaya yang dilakukan oleh bapak Ma’is terhadap keluarga.
89

 

Lalu keluarga dari bapak Antok dalam upaya memenuhi 

kewajiban memberikan nafkah bathin, seperti memberikan rasa kasih 

sayangnya terhadap keluarga dan kebutuhan spikologis, kebahagiaan 

istri dan anak-anaknya yaitu tidak ada masalah apapun, dengan upaya 

beliau seperti memberikan hak kepada istri dalam ikut sertanya 

membantu perekonomian keluarga dan kasih sayang yang diberikan 

oleh bapak Antok terhadap istri dan anak-anaknya itu dibilang cukup, 

karna setiap harinya bapak antok selalu memberikan pendidikan agama 

seperti mengajarkan akhlak dan ilmu agama kepada keluarganya, 

sehingga keharmonisan keluarga ini dapat dibilang cukup harmonis.
90

 

Kemudian dari keluarga bapak Ferry mengenai pemenuhan 

suami dalam memenuhi nafkah bathin seperti kebutuhan psikologis, 

yaitu memberikan kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya dan 

juga memperlakukan keluarga dengan baik, lembut dan halus, upaya 

bapak Ferry dalam memenuhi nafkah bathin bisa dikatakan tidak ada 

masalah apapun dan dirasa terpenuhi, dengan beliau memberikan 

pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya lalu beliau selalu 

memberikan kesempatan bagi istri dan anak-anaknya dalam melakukan 
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hal-hal apapun (hal positif), dimana keluarga tersebut dapat dikatakan 

dapat terpenuhi semua kebutuhannya, sehingga menciptakan keluarga 

yang cemara dalam kehidupannya.
91

 

Lalu dari keluarga bapak Haris dalam pemenuhan kewajiban 

mengenai kebutuhan nafkah bathin, seperti kebutuhan psikologis, yaitu 

kasih sayang yang diberikan kepada keluarga bisa dibilang sangat 

cukup baik, dengan upaya beliau yang bekerja keras mendidik 

keluarganya baik akhlak dan perilaku sang istri dan anak-anaknya, 

sehingga kehidupan keluarganya dapat dibilang cukup baik dan 

menjadikannya keluarga sakinah mawaddah warohmah dalam 

kehidupan sehari-hari yang mereka jalani. 

Kemudian dari keluarga bapak Sutopo dengan keluarga barunya, 

dalam memenuhi kebutuhan nafkah bathin, seperti kebutuhan 

psikologis, yaitu kebahagiaan keluarga yang dilakukan dengan cara 

mendidik dan memberikan kasih sayang sepenuhnya terhadap istri dan 

anak-anaknya yang mana tidak ada hentinya dalam kehidupan sehari-

harinya, juga memperlakukan istri dan ank-anaknya dengan 

baik,lembut dan halus, sehingga keluarga mereka merasa bahagia 

dalam menjalani kehidupan sehari harinya, maka dari itu kebutuhan 

biologisnya dapat terpenuhi dengan baik.
92

 

Selanjutnya yang terakhir dari keluarga bapak Subhan dalam 

memenuhi segala kebutuhan biologis nafkah bathin seperti, kasih 
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sayang yang diberikan kepada istrinya dengan melakukan interaksi 

yang lemah lembut dengan baik, dan mendidik istrinya akhlak dan 

ilmu agamanya yang tiada henti, bapak Subhan dapat memberikan 

kebahagiaan kepada keluarganya, dan memberikan kedaulatan kepada 

istri untuk berinteraksi dengan masyarakat, sehingga apa yang menjadi 

kebutuhan sang istri itu dapat terpenuhi, menjadikan keluarga ini 

menjadi keluarga yang bahagia.
93

 

Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa islam juga mengatur 

adanya nafkah yang tidak berbentuk materi (harta benda) tapi 

berbentuk kasih sayang dan perhatian yang tulus dari pasangan baik 

suami atau istri, dijelaskan dalam Al-qur’an Surah Ar-Rum ayat 21 

yang berbunyi : 

ةا وَّ  وَدَّ ليَْْاَ وَجَعَلَ بيَْنكَُُْ مَّ ا لِّتٰسَْكُنوُْٓا اِّ كُُْ اَزْوَاجا نْ اَنفُْسِّ ٰ ٓ اَنْ خَلقََ لكَُُْ مِّ يهتِّه  نْ اه َ وَمِّ لِِّ ْ ذه ْۗ اِّنَّ فيِّ َةا ْْ رَ

َّتَفَكَّرُوْنَ   لََيٰهتٍ لِّقٰوَْمٍ ي

 

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya 

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya 

diantaramu rasa kasih sayang, sesunggguhnya yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum 

yang berfikir.”
94

 

 

Dari uraian penjelasan diatas, ternyata rata-rata para suami 

disabilitas, semuanya dapat memberikan nafkah bathin dengan 

berbagai cara yang mereka sampaikan, secara tidak langsung maka 

suami disabilitas itu sebenarnya juga mampu dalam hal memberikan 
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kasih sayang kepada keluarga, dengan menjaga keharmonisan 

keluarganya walaupun dengan upaya yang dilakukan oleh para suami 

disabilitas tersebut dilakukan dengan semampunya sesuai dengan 

kondisi fisik yang mereka miliki, akan tetapi tidak mempengaruhi 

sedikitpun para suami disabilitas dalam memenuhi kewajiban 

menanggung nafkah bathin terhadap keluarganya. 

c. Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Terhadap 

Keluarga dalam Memberikan Tempat Tinggal 

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada informan 

yang telah disebutkan diatas yang bergabung di Yayasan Persatuan 

Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) dalam 

melaksanakan pemenuhan kewajibanya terhadap keluarga seperti 

tempat tinggal yang layak dan juga perabotan rumah tangga serta 

kebutuhan lainnya dalam tempat tiinggal tersebut tidak ada masalah 

apapun, bahkan para istri menerima apa yang telah diberikan oleh 

suami terhadap keluarganya berupa tempat tinggal dan kebutuhan 

lainnya, walaupun ada beberapa suami yang ikut istri dalam menjalin 

rumah tangga, akan tetapi kebutuhan lainnya itu dapat tercukupi tanpa 

adanya halangan apapun seperti perabotan dan alat-alat lainnya, 

sehingga pemenuhan tempat tinggal sejauh ini dari ke enam informan 

tersebut tidak ada masalah apapun dan sang istri menerima sesuai 

kadar kemampuan suami. 

Diantaranya seperti penjelasan dari Ibu Silvi sebagai berikut: 
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“ untuk tempat tinggal, kami rasa sangat layak dan cukup bahkan 

menurut saya sendiri ini sudah termasuk nyaman, saya ikut suami 

dek, jadi kebutuhan seperti tempat tinggal, peralatan rumah 

tangga itu terpenuhi semuanya sesuai kemampuan suami, dan 

saya menerima apa adanya sesuai kemampuan suami dek
95

” 

 

Suami sebagai kepala keluarga itu memiliki peran yang penting 

dalam melindungi anggota keluarganya, salah satunya yaitu dengan 

memberikan tempat tinggal yang layak, menurut jumruh ulama’ fiqih 

mengatakan bahwa memberikan tempat tinggal yang layak itu bisa di 

maksud tempat kediaman yang disediakan untuk melindungi istri dan 

anak-anaknya dari gangguan pihak lain atau bahaya dilingkungan 

sekitarnya, dimana tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat 

menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-

alat rumah tangga.
96

  

Suami wajib melengkapi tempat tinggal sesuai dengan 

kemampuan suami serta disesuaikan dengan keadaan tempat 

tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun 

sarana sarana penunjang lainnya. Kewajiban seorang suami harus 

memberikan tempat tinggal (nafkah lahir) memberikan makanan dan 

minuman sesuai dengan kemampuan  kepada keluarganya. Bahkan 

dijelaskan dalam Surah at-Talaq ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut: 

قُوا۟ علَيَِّْْنَّ  وهُنَّ لِّتُضَيِّٰ كُُْ وَلََ تضَُارُّٓ ن وُجْدِّ نْ حَيْثُ سَكَنتُُ مِّٰ  أَسْكِّنوُهُنَّ مِّ
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Artinya: tempatkanlah mereka (istri) dimana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka istri.
97

 

 

Terkait dengan terpenuhinya kewajiban suami penyandang 

disabilitas fisik terhadap keluarga sesuai dengan terdapat pada teori 

hukum islam dimana suami menyediakan tempat tinggal juga peralatan 

rumah tangga seperti tempat tidur dan perabotan lainnya. Seperti 

kewajiban lainnya suami penyandang disabilitas fisik tersebut 

melaksanakan kewajibannya dengan keterbatasan yang dimiliki, 

dengan terpenuhi kewajiban suami terhadap keluarganya mengenai 

tempat tinggal, maka dalam kehidupan rumah tangganya itu akan 

harmonis dan merasakan kenyamanan hidup berkeluarga walaupun 

dengan rumah yang biasa saja. 

d. Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Terhadap 

Keluarga dalam Mendidik Istri dan Anak-anak 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

mengenai pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas 

terhadap keluarga di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan 

Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember, sesuai dengan Hukum 

Islam bahwa kewajiban suami mendidik kelurga itu dengan 

menanamkan tauhid, akhlak mulia, ibadah dan cinta alqur’an serta 

mencegah perbuatan buruk seperti dosa, maksiat, hingga menjaga iman 

dan selalu meningkatkan ketaqwaan supaya selalu taat kepada Allah 
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Swt dan menjadikan agama islam sebagai tolak ukur perbuatan dalam 

semua aspek kehidupan. Dalam Al-qur’an Allah Swt berfirman di 

Surah Al-Baqorah ayat 185 yang berbunyi : 

ُ بِّكُُُ اليْسَُْْ وَلََ يرُِّيدُْ  ر يرُِّيدُْ الٰلّه  بِّكُُُ العُْسَْْ

Artinya :“Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki 

kesungkaran bagimu.”
98

 

 

Dalam hal ini, suami yang mempunyai kewajiban dalam 

mendidik keluarganya itu perlu dorongan yang serius seperti yang 

dilakukan oleh suami disabilitas terhadap keluarganya mengenai 

didikan yang diajarkan kepada istri dan anak-anaknya salah satunya 

seperti bapak Haris dalam penjelasannya: 

“mendidik istri dan anak memang tanggung jawab suami, maka 

dalam hal ini saya benar-benar mendidik anak dan istri saya 

setiap hari mas, seperti mengajarkan agama serta selalu 

mengajak keluarga saya untuk sholat berjamaah dalam sehari-

harinya mas, bahkan setiap saya pulang ngajar saya selalu 

sempatkan waktu saya untuk mengantar anak saja ngaji mas”
99

 

 

Pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas dalam 

mendidik anak itu berbeda-beda, ada yang mendidik secara langsung 

bahkan ada yang mendidiknya melalui pengajian dan memondokkan 

anak-anaknya sehingga dapat menimba ilmu agama serta ilmu 

pendidikannya, dalam hal ini semua suami disabilitas dapat memenuhi 

pendidikan agamanya terhadap keluarganya dengan berbagai cara yang 

mereka lakukan. 
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2. Analisis Fiqih Disabilitas Mengenai Pemenuhan Kewajiban Suami 

Penyandang Disabilitas di Yayasan Persatuan Penyandang 

Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) 

Pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap 

keluarga di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center 

Advokasi (Perpenca) sesuai dengan Fiqih Disabilitas yaitu memberikan 

nafkah lahir dan nafkah bathin, pendidikan, membimbing, memberikan 

perlindungan dan rasa aman bagi keluarga, dimana peran itu semua 

dilakukan oleh para suami tersebut sebagai tanggung jawab dalam 

memenuhi  kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya. 

Pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah Swt dalam bentuk 

yang sempurna (fi ahsani taqwin), dimana manusia adalah karya ciptaan 

Allah Swt sebagai karya agung (masterplece), Allah Swt menyediakan 

akal budi dalam diri kita sebagai manusia, agar ia sebagai pemimpin atau 

khalifah-Nya bisa mengemban amanah dan membangun peradaban 

dimuka bumi ini, dan telah menganugerahkan pada manusia untuk bisa 

membedakan kebaikan dan keburukan, sesuai dengan firman Allah dalam 

surah Al-Syams ayat 8 yang berbunyi: 

ر  ىهاَ  فاََلهَْمَهاَ فجُُوْرَهَا وَتقَْوه

Artinya : Maka Allah Swt mengilhamkan kepada jiwa itu yakni (jalan) 

kefasikan dan ketakwaannya
100

 

 

Dalam literatur ilmu fiqih juga ditemukan berbagai istilah yang 

menjelaskan macam-macam penyandang disabilitas seperti syalal 
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(kelumpuhan) yaitu ketidak berfungsian organ tubuh dan juga al-a’ma 

(keterbatasan penglihatan) atau al a’raj (kelumpuhan kaki) dan al-aqtha’ 

(kelumpuhan tangan), kemudian taysir (kemudahan) dimana merupakan 

salah satu prinsip penting dalam menjalankan ajaran agama, terutama 

dalam situasi sulit, artinya setiap kesullitan juga menuntut adanya 

kemudahan (al-masyaqqah tajlib al-taysir)
101

 dalam Al-qur’an Allah Swt 

berfirman di Surah Al-Baqorah ayat 185 yang berbunyi : 

ر  ُ بِّكُُُ اليْسَُْْ وَلََ يرُِّيدُْ بِّكُُُ العُْسَْْ  يرُِّيدُْ الٰلّه

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 

menghendaki kesungkaran bagimu.”
102

 

 

Berbagai kemudahan itu diberikan oleh Allah Swt untuk tujuan dan 

maksud yang sangat mulia, pertama memastikan agar manusia dapat 

menjalankan agama tanpa susah payah dalam dimensi dan waktu, kedua 

juga mendorong dan memotivasi manusia agar selalu semangat 

menjalankan perintah allah, lantaran bisa dilakukan dengan mudah dan 

tanpa kesulitan, menjadikan bagian dari prinsip islam, menghhilangkan 

segala bentuk kesulitan. Selain itu Allah Swt memberikan keringanan bagi 

mereka yang memiliki secara fisik sehingga tidak bisa melakukan 

kewajiban kewajiban yang dikerjakan oleh kaum muslimin lainnya. 

a. Analisis Fiqih Disabilitas terhadap Kewajiban Menafkahi 

Nafkah menurut ulama Madzhab Syafi’i dikutip oleh al-Imam 

Muhammad al-Khatib asy-Syarbini dalam kitabnya yakni Mugnil 
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Muhtaj berasal dari kata Infaq yang dapat diartikan membelanjakan 

atau menggunakan sebagian harta didalam hal-hal yang berguna dan 

baik. Sedangkan, nafkah wajib bagi seorang manusia. Menurut fiqih, 

terbagi menjadi dua:
103

 

1) Memberikan nafkah kepada dirinya sendiri apabila dia mampu dan 

harus diutamakan dari pada memberi nafkah kepada selain dirinya, 

dikarnakan adanya hadist Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:  

كَ  قْ علَيَْْاَابدَْأْ بِّنفَْسِّ  فتَصََدَّ

“Mulailah dari dirimu sendiri kemudian orang-orang yang kau 

tanggung nafkahnya”
104

 

 

2) Memberikan nafkah kepada selain dirinya sendiri atau manusia 

yang lain, sedangkan sebab-sebab seseorang wajib memberikan 

nafkah kepada orang lain itu ada tiga diantaranya: 

a) Sebab pernikahan (hubungan suami istri) 

b) Sebab hubungan kekerabatan 

c) Sebab kepemilikan terhadap budak tertentu. 

Dari tiga sebab yang telah dipaparkan diatas, didalam bab fiqih 

yang paling banyak dibahas adalah yang nomer satu, mengenai 

kewajiban nafkah sebab adanya pernikahan, masalah tersebut dalam 

fiqih adalah bab yang tak terpisahkan dengan masalah rumah tangga 

suami-istri. Oleh sebab itu ketika seorang laki-laki sudah 

mengucapkan ijab qobul dalam pernikahan maka akan muncul 
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kewajiban kewajiban baru yang terkait didalamnya, salah satunya 

adalah memberikan nafkah kepada istri, selanjutnya perlu diketahui 

juga bahwa kewajiban menafkahi ini terkait dengan kemampuan 

suami dan tidak dengan keterbatasan fisik.  

Sedangkan suami yang dapat menafkahi istri bahkan keluarga 

di dalam fiqih dibagi menjadi tiga golongan diantaranya: 

1) (Musir) mampu: seorang suami yang mampu dan dapat 

menghasilkan pemasukan lebih dari pengeluaran, maka yang 

wajib diberikan kepada istrinya adalah dua mud makanan 

pokok (kurang lebih 14 ons) setara dengan setengah sha’ 

gandum atau 1,5 kg beras.  

2) (Mutawassith) standard: seorang suami yang mampu dan dapat 

menghasilkan pemasukan sama dengan pengeluaran, maka 

kadar yang wajib diberikan adalah satu setengah mud makanan 

pokok (kurang lebih 10,5 ons).  

3) (Mu’sir) tidak mampu: seorang suami yang mampu 

menghasilkan pemasukan kurang dari pengeluaran, maka kadar 

yang wajib diberikan adalah satu mud makanan pokok (kurang 

lebih 7 ons). 

Kewajiban memberi nafkah keluarga tetap melekat kepada 

kepala keluarga, walaupun suami tersebut seorang penyandang 

disabilitas, sepanjang suami disabilitas memiliki kemampuan 

memberikan nafkah kepada keluarganya dengan hartanya atau 
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penghasilannya. Kewajiban ini kadang cukup berat dilihat dari 

jenis disabilitas dan akses dalam lingkungan kerjanya, tak jarang 

kewajiban suami penyandang disabilitas tidak mampu dalam 

menangung nafkah keluarganya, sehingga masuk pada golongan 

Mu’sir. Dalam kondisi ini pihak yang wajib dalam menafkahi 

adalah kerabat, lalu negara (bait al-mall). Bila tidak ada, maka 

yang menangung adalah orang-orang muslim yang kaya (mayasir 

al-muslimin).
105

 

Dalam hal ini ada cacatan penting yang disampaikan oleh Al-

Allamah Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mallbari Asy-

Syafi’i dalam kitabnya Fathul Mu’in di awal bab jihad yaitu, jika 

baitul mall tidak berjalan semestinya dan penarikan zakat tidak 

sesuai dengan yang diharapkan, maka umatt islam yang mampu 

wajib secara fardhu kifayah untuk menolong tetangganya yang 

tidak mampu secara penuh atau sedang kondisi kritis tidak ada 

sesuatu untuk dimakan. 

Akan tetapi dari hasil temuan pada penelitian yang dilakukan 

kepada para penyandang disabilitas yang bergabung di Yayasan 

Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) 

Kabupaten Jember, mengenai pemenuhan dalam menanggung 

nafkah keluarganya itu sesuai dengan teori diatas, mereka semua 
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mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, 

sesuai dengan kemampuan para suami disabilitas. 

b. Analisis Fiqih Disabilitas Terkait Pola Asuh Orang Tua Disabilitas 

Terhadap Anak  

Pasangan suami istri mempunyai peranan masing-masing 

dalam kehidupan berumah tangga, khususnya peran orang tua sangat 

penting dan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anaknya, 

dimana peran Suami sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi 

kebutuhan keluarga seperti mencari nafkah, meenuhi pendidikan, dan 

perlindungan serts rasa aman dalam kehidupan rumah tangga, 

sedangkan Istri sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh, dan 

menjaga anak, dimana kemandirian adalah kemampuan untuk 

melakukan kegiatan atau tugas sehari-hari sesuai dengan tahapan 

perkembangan dan kapasitas orang tua atau suami istri didalam 

kewajibannya mengasuh anak-anaknya. 

Orang tua berkewajiban mengasuh anaknya, bila orang tua 

meninggal dunia, maka menyangkut kewajiban mendidik anak dan 

mengasuh anaknya, ulama’ memiliki perbedaan pendapat dalam hal 

ini, berikut pendapat-pendapat ulama’ diantaranya: 

1) Para kerabat perempuan  

2) Para pewaris 

3) Kerabat yang dekat kepada anak yang diasuh, baik dari golongan 

ashabah maupun golongan perempuan 
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4) Kerabat golongan dzawil arham  

5) Pemerintah/Negara 

Dalam urusan biaya pengasuhan berlaku urut, yaitu dari 

hartanya sendiri, kemudian dari harta ayah, kemudian dari harta ibu, 

dan kemudian dari baitul mall atau negara dan kemudian dari kalangan 

umat islam yang kaya, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh As-

Syaikh Abu Bakar Syatha yang menyatakan: 

“Bila seorang ibu tidak mampu mengasuh anaknya, maka hak 

pengasuhan menurut satu pendapat beralih ke nenek dari ibu 

dan menurut pandangan kedua beralih ke ayah. Dalam hal ini 

pemerintah tidak boleh memaksa ibu untuk mengasuh anaknya 

apabila ibu tidak berkewajiban menafkahi, apabila ibu 

berkewajiban menafkahi, maka harus dipaksa oleh 

pemerintah”
106

 

 

Penyandang disabilitas dalam fiqih diakui sebagai orang yang 

memiliki hak-hak yang sama sebagaimana orang normal secara fisik, 

kondisi dan keterbatasan fisik yang dimiliki oleh penyandang 

disabilitas bukan menjadi ukuran peniadaan hak-haknya, mereka 

melmiliki hak untuk hidup, hak berekspresi, hak untuk diperlakukan 

sama secara hukum. Dalam konteks hukum keluarga, khususnya dalam 

bidang pemenuhan kewajiban-kewajibannya, mereka yang disabilitas 

atau penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak yang sama, baik 

selaku anak, orang tua, maupun saudara. 

Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk menafkahi dan 

mendapat nafkah dari keluarganya yang normal, hukum ini berlaku 
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ketika penyandang disabilitas tersebut terbukti memang benar benar 

dalam keadaan miskin, memiliki hubungan kekerabatan sebagai ahli 

waris. Sementara itu kerabat yang memiliki kecukupan harta, tentunya 

harus menanggung  nafkah sesuai dengan ketentuan  syarat-syarat 

wajib nafkah yang disebutkan diatas, sudah menjadi hal yang lumrah 

bahwa menafkahi keluarga itu wajib, akan tetapi kadang kepala 

keluarga mengalami keterbatasan yang menyebabkan kesulitan 

mendapat pekerjaan yang mencukupi nafkah keluarganya. 

Dalam kondisi ini kepala keluarga penyandang disabilitas 

tersebut tetap diwajibkan untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala 

keluarga, yakni memberikan nafkah bagi keluarganya sampai batas dia 

betul-betul tidak mampu untuk memberikan  nafkah sebab tak 

memiliki harta dan pekerjaan, dan bila nyata tidak mampu maka 

kewajiban tersebut gugur dari dirinya. Selanjutnya pemerintah yang 

berkewajiban menjamin kebutuhan hidup penyandang disabilitas 

tersebut dan orang yang wajb ia nafkahi, pemerintah wajib mendorong 

masyarakat yang mampu untuk berpartisipasi dalam menjamin 

kebutuhan hidup mereka.
107

 sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad 

Saw sebagai berikut: 

ءٍ فدََعُوهُ  ذَا نََيَْتُكُُْ عَنْ شََْ
ِ
تطََعْتُُْ وَا نْهُ مَا اس ْ ءٍ فأَتْوُا مِّ ذَا أَمَرْتكُُُْ بِّشََْ

ِ
  فاَ

Artinya: Apabila aku memerintahkan sesuatu atas kalian, maka kerjakanlah 

semampu kalian, akan tetapi ketika aku melarang kalian dari 

sesuatu, maka jauhilah.
108
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Hadist diatas menjelaskan bahwa suatu perintah agama harus 

dilakukan hingga mencapai batas maksimal kemampuan orang yang 

mendapat perintah, seperti tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah 

keluarga bagi kepala keluarga, apabila suami tidak mungkin lagi untuk 

melaksanakan perintah tersebut, dalam memenuhi nafkah, maka 

kewajiban tersebut dengan sendirinya telah gugur. Selanjutnya, islam 

menentukan bahwa kewajiban nafkah terhadap suami yang tidak mampu 

itu menjadi tanggungan negara, apabila negara tidak mampu maka atas 

masyarakat yang kaya. 
109

 

Maka dengan begitu, pandangan fiqih tentang penyandang 

disabilitas cenderung ditempatkan pada posisi yang sama dengan 

masyarakat normal lainnya, saat penyandang disabilitas sudah tidak 

mampu memenuhi kewajibannya dalam keluarga maka diberi keringanan 

istimewa dengan dipindah alihkan kepada pemerintah sehingga dinilai 

memiliki hak yang sama dalam tiap bidang hukum, termasuk dalam 

konteks hukum keluarga. 

                                                             
109

 Siradj, 151. 



 

 98 

BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil pembahasan pada penelitian ini, mengenai 

pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas di Yayasan Persatuan 

Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember 

dengan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap keluarga, 

yang bergabung di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan 

Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember, yaitu memenuhi nafkah 

lahir maupun bathin, menyediakan tempat tinggal, bahkan juga 

memberikan pendidikan istri maupun anak-anak. Kewajiban tersebut 

sudah terpenuhi sesuai dengan kemampuan dan berbagai cara yang 

berbeda-beda dalam memenuhi kewajibannya, sehingga suami sebagai 

kepala keluarga dapat melaksanakan kewajibannya dan menjalani 

kehidupan yang bahagia.  

2. Pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas diatas sesuai dengan 

Hukum Islam dalam batasan yang dipakai yaitu Fiqih Disabilitas. 

Mengenai pemenuhan kewajiban suami seperti pemenuhan nafkah, 

tempat tinggal dan pendidikan, dapat terpenuhi sesuai dengan 

kemampuan para suami disabilitas dan tidak ada suami yang tergolong 

pada katagori Mu’sir yaitu tidak mampu, yang artinya suami tersebut 

tidak mampu didalam memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga 
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nantinya kewajiban tersebut beralih pada kerabat dekat, baitul mall/ 

negara, dan apabila tidak ada maka orang sekitar yang kaya. Tetapi pada 

penelitian ini, suami mampu dalam memenuhi kewajbannya, sehingga 

dengan terpenuhi kewajibannya, maka dapat menjadikan kehidupan 

rumah tangga mereka yang harmonis, dan tentram tanpa adanya 

perselisihan. 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

ingin memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut: 

1. Bagi Penyandang Disabilitas 

Suami penyandang disabilitas hendaknya tetap berusaha 

menjalankan kewajibannya dalam menafkahi keluarga sesuai dengan 

kemampuannya, sebagaimana prinsip dalam Islam yang mendorong 

keadilan dan kemudahan bagi setiap manusia. Penyandang disabilitas 

sebaiknya terus berkembang dalam meningkatkan keterampilan atau 

keahliannya, seperti melalui pelatihan atau pendidikan tambahan, hal ini 

penting untuk memperluas kesempatan kerja,  meningkatkan kemampuan 

dalam memenuhi kewajibannya. dan bahkan nantinya dalam 

membimbing Istri dan Anak-anaknya akan nyaman sehingga dapat 

meningkatkan keharmonisan rumah tangganya. 

2. Bagi Masyarakat 

Sebagai masyarakat perlu lebih peka dan inklusif dalam 

menyikapi penyandang disabilitas, mereka juga harus diberikan 
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kesempatan yang setara dalam hak-hak kehidupannya, seperti 

membentuk keluarga dengan ikatan pernikahan, berpartisipasi dalam 

kegiatan sosial ekonomi, sehingga hindari stigmatisasi atau deskriminasi 

terhadap penyandang disabilitas, dan diberikan ruang untuk berkontribusi 

dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. 

3. Bagi Akademisi 

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan adanya tindakan 

lebih lanjut dari hasil penelitian ini, khususnya di dalam ruang lingkup 

kampus Universitas Islam Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, mengenai 

sumber bacaan atau bahkan dapat dijadikan penelitian berkelanjutan dan 

memberikan manfaat bagi pembaca khususnya pada keluarga 

penyandang disabilitas.  
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MATRIKS PENELITIAN KUALITATIF  

Judul Penelitian Variabel  Sub Variabel  Indikator  Sumber Penelitian  Metode Penelitian  Fokus Kajian  

Pemenuhan 

Kewajiban Suami 

Penyandang 

Disabilitas 

Perspektif Hukum 

Islam di Yayasan 

Persatuan 

Penyandang 

Disabilitas dan 

Center Advokasi 

(PERPENCA) 

Kabupaten Jember  

a. Kewajiban suami  

b. Penyandang 

disabilitas  

c. Hukum islam  

a. Kewajiban suami  

 Pengertian 

Kewajiban Suami  

 Dasar Hukum  

b. Penyandang 

disabilitas  

 Pengertian 

disabilitas  

 Macam-macam 

disabilitas  

c. Hukum islam  

 Pengertian hukum 

islam  

 Teori fiqih 

disabilitas  

a. Pemenuhan 

dan kewajiban 

b. Hukum islam 

c. Teori Fiqih 

Disabilitas 

a. Data primer 

diperoleh adalah 

sumber data dari 

peneliti yang 

didapatkan dari 

narasumber dengan 

cara wawancara, 

observasi, dan 

dokumentasi juga 

didukung dengan 

penguatan fiqih 

disabilitas. 

b. Data sekunder 

adalah sumber data 

yang diperoleh dari 

beberapa sumber 

seperti dokumen, 

buku, jurnal, dan 

karya ilmiah yang 

sesuai dengan tujuan 

penelitian ini. 

1. Jenis penelitian 

yang digunakan 

ialah penelitian 

empiris atau 

penelitian 

lapangan 

2. Pendekatan yang 

digunakan ialah 

pendekatan 

sosiologis 

3. Metode 

pengumpulan 

data: 

 Observasi 

 Wawancara 

 Dokumentasi 

Fokus kajian yang 

terdiri dari: 

a. Pemenuhan 

kewajiban suami 

penyandang 

disabilitas di 

Yayasan Persatuan 

Penyandang 

Disabilitas dan 

Center Advokasi 

(Perpenca) 

KabupatenJember. 

b. Tinjauan hukum 

islam dalam 

pemenuhan 

kewajiban suami 

penyandang 

disabilitas. 

 

 



 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

Peneliti   : Achmad Syahrullah 

Narasumber  : Ketua Yayasan (Perpenca)  

 

No  Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana bapak awal mula terbentuknya Yayasan Persatuan 
Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) 
Kabupaten Jember? 

2.  Sejak kapan berdirinya yayasan tersebut? 

3.  Apa visi misi yang dipegang teguh oleh yayasan tersebut? 

4. Berapakah jumlah anggota yang bergabung di yayasan 
tersebut? 

5. Adakah tujuan tersendiri dari yayasan tersebut? 

6. Apa saja program-program atau kegiatan yang ada di yayasan 
tersebut? 

7. Apa saja potensi para disabilitas yang bergabung pada yayasan 
tersebut bapak? 

 
Peneliti  : Achmad Syahrullah 

Narasumber  : Suami Penyandang Disabilitas 

 

No Daftar Pertanyaan 

1. Apa hambatan yang dialami selama menjalani kehidupan 
rumah tangga? 

2. Bagaimana upaya suami disabilitas dalam memenuhi 
kewajiban-kewajibannya terhadap keluarga? 

3. Langkah apa yang diambil dalam memenuhi kebutuhan sehari-
hari keluarganya? 

4. Bagaimana peran suami dalam membimbing istri dan anak-
anaknya? 

5. Apakah suami disabilitas sudah memenuhi tempat tinggal yang 
layak bagi keluarganya? 

 

 
  



 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Aspek Observasi Hasil yang dituju 

1. Tujuan Untuk mendapatkan gambaran objek penelitian 
serta mendapatkan data-data yang aktual terkait 
yayasan serta para suami penyandang disabilitas. 

2. Objek observasi Melakukan pengamatan pada tempat Yayasan 
Persatuan penyandang disabilitas dan Center 
Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember. 

Mencari informasi serta melakukan pengamatan 
disetiap keluarga penyandang disabilitas yang 
akan diteliti. 

Mengamati secara langsung profesi serta 
pekerjaan yang dilakukan oleh suami disabilitas. 

3. Waktu  2 bulan (menyesuaikan kondisi di lapangan 

4. Alat observasi Alat tulis dan Kamera. 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

No  Aspek yang didokumentasikan 

1. Dokumen data anggota Yayasan Perpenca Kabupaten Jember 

2. Dokumentasi struktur kepengurusan. 

3.  Dokumentasi visi dan misi Yayasan Perpenca Kabupaten Jember 

4. Surat ijin penelitian dari Yayasan Perpenca Kabupaten Jember 

5. Dokumentasi foto 

 

  



 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DOKUMENTASI  

PENELITIAN LAPANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Wawancara bersama bapak Zaenuri selaku Kepala Yayasan Perpenca ) 

 
 

 

 

 

 

 

( Wawancara bersama bapak Ma’is  selaku narasumber pertama peneliti ) 

 

 

 

 

 

 

 

( Wawancara bersama bapak Antok selaku narasumber kedua peneliti ) 



( Wawancara bersama bapak Haris selaku narasumber ketiga peneliti ) 

( Wawancara bersama bapak Ferry selaku narasumber keempat peneliti ) 

( Wawancara bersama bapak Subhan selaku narasumber kelima peneliti ) 



 

 

 

( Wawancara bersama bapak Sutopo selaku narasumber keenam peneliti ) 

 

( Lokasi Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi 

Perpenca Kabupaten Jember ) 
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